
 



 



 



 



 



 



 



 



ABSTRAK 

Nama          : Saripuddin Harahap 
Nim             : 13 210 0023 
Judul           : Tradisi Takko Binoto Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum 

Islam (Studi Kasus Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai 
Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan). 

 
Takko binoto dalam perkawinan merupakan salah satu adat kebiasaan yang 

dilakukan masyarakat kelurahan langga payung secara turun temurun yang dalam 
istilah fiqh disebut Urf sebagai sumber hukum Islam. Adapun permasalahan yang 
muncul dalam penelitian ini adalah bagaimana tata cara pelaksanaan tradisi takko 
binoto di kelurahan langga payung, apakah kemaslahatan yang timbul dari tradisi 
takko binoto dalam perkawinan dan apakah kemudhratan yang timbul dalam tradisi 
takko binoto di kelurahan langga payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan. Adapun tujuan penulis untuk diteliti yaitu untuk mengetahui 
tata cara pelaksanaan tradisi takko binoto di Kelurahan Langga Payung, dan untuk 
mengetahui kemaslahatan yang timbul dalam tradisi takko binoto dalam perkawinan, 
kemudharatan yang timbul dalam tradisi takko binoto dalam perkawinan. Kegunaan 
penelitian saya ini sebagai referensi bagi penulis, khususnya yang akan meneliti 
tentang tradisi takko binoto dalam perkawinan. Sebagai tugas dan salah syarat dalam 
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH) di Fakultas Syari’ah Dan Ilmi Hukum 
Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpuan. 

Secara istilah pernikahan adalah akad yang menghalalkan pergaulan antara 
laki-laki dan perempuan. Sementara dalam Undang-undang perkawinan Nomor 1 
Tahun 1974 mengatakan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki 
dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 
tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Penelitian ini menggunakan fild rescearch yaitu mengambil data dari 
lapangan, dalam hal ini adalah masyarakat kelurahan langga payung yang 
melaksanakan tradisi takko binoto dalam perkawinan. Untuk mengumpulkan data, 
penulis menggunakan wawancara, kemudian data yang diperoleh selanjutnya diolah 
secara derskriptif kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di kelurahan 
langga payung bahwa tradisi takko binoto adalah sebuah tradisi atau adat yang kerap 
dilakukan oleh masyarakat yang hendak menikah tetapi tidak sanggup memenuhi 
permintaan adat atau mengadakan pesta pernikahan. Setelah dilihat dari bentuk 
pelaksanaan dan dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi takko binoto 
dalam perkawinan ditinjau menurut hukum Islam di kelurahan langga payung 
Kecamatan  Sungai Kanan Kabupate Labuhanbatu Selatan, ditarik kesimpulan bahwa 
tradisi takko binoto bertentangan dalam hukum Islam. 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

 

1. Konsonan 

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan arab dilambangkan dengan 

huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan 

dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Pedoman 

transliterasi yang digunakan adalah sistem Transliterasi Arab-Latin berdasarkan SKB Menteri 

Agama dan Menteri P&K RI no. 158/1987 dan No. 0543 b/U/1987 tertanggal 22 Januari 

1988. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin. 

HurufArab 
NamaHuruf 

Latin 
Huruf Latin Nama 

 Alif ا
Tidak 

dilambangkan 
Tidak dilambangkan 

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 a  ̇ es (dengan titik di atas)̇  ث

 Jim J Je ج

 ḥa ḥ ha(dengan titik di bawah) ح

 Kha Kh kadan ha خ

 Dal D De د

 al  ̇ zet (dengan titik di atas)̇  ذ

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syin Sy Es ش

 ṣad ṣ Es dan ye ص

 ḍad ḍ de (dengan titik di bawah) ض

 ṭa ṭ te (dengan titik di bawah) ط

 ẓa ẓ zet (dengan titik di bawah) ظ

 ain .͚. Koma terbalik di atas‘ ع

 Gain G Ge غ



 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ه

 Hamzah ..͛.. Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

 

1. Vokal 

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau 

monoftong dan vokal rangkap atau diftong. 

a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat transliterasinya sebagai berikut: 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

 Fatḥah A A 

 Kasrah I I 

 Ḍommah U U وْ 

 

b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan 

antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf. 

Tanda dan 

Huruf 
Nama Gabungan Nama 

 Fatḥah dan Ya Ai a dan i يْ.....

 Fatḥah dan Wau Au a dan u ...... وْ 

 



c. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,  

transliterasinya berupa huruf dan tanda. 

Harkat dan 

Huruf 
Nama 

Huruf dan 

Tanda 
Nama 

 Fatḥah dan Alif atau ...˴....ْا...˴..ى

Ya 
 ̅ 

a dan garis 

atas 

 Kasrah dan Ya   i dan garis di ...˳..ى

bawah 

و....˵  Ḍommah dan Wau  ̅ 
u dan garis di 

atas 

 

3. Ta Marbutah 

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua. 

a. Ta marbutah hidup yaitu Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat fatḥah, kasrah, 

dan ḍommah, transliterasinya adalah /t/. 

b. Ta marbutah mati yaitu Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, 

transliterasinya adalah /h/. 

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu 

ditransliterasikan dengan ha (h). 

4. Syaddah (Tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut 

dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah 

itu. 

 



5. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: 

 Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang. ال

yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah. 

a. Kata sandang  yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf 

syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf 

yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu. 

b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf 

qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai 

dengan bunyinya. 

 

6. Hamzah 

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah 

ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. 

Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab 

berupa alif. 

7. Penulisan Kata 

Pada dasarnya setiap kata, baikfi’il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-

kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan 

kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini 

penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula 

dirangkaikan. 

 



8. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital 

tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf 

kapital sepertiapa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata 

sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tesebut, bukan 

huruf awal kata sandangnya. 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya 

memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada 

huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan. 

9. Tajwid 

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini 

merupakan bagian takterpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman 

transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid. 

Sumber: Tim Puslitbang Lektur Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan 

Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektur Pendidikan 

Agama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Islam adalah agama yang disyari’atkan Allah SWT kepada umat 

manusia, sejak Nabi Adam a.s hingga Nabi Muhammad SAW. Adapun syari’at 

Islam adalah syari’at terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT melalui Nabi 

Muhammad SAW.1 Selanjutnya, pengertian Islam ini lebih luas dikemukakan 

oleh Imam an-Nabhani yaitu: “agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW melalui perantara Malaikat Jibril yang mengatur hubungan antara manusia 

dengan Khaliq (mengatur dalam masalah aqidah dan syariat), dengan dirinya 

sendiri (mengatur dalam masalah makan dan minum, berpakaian, dan akhlak), 

mengatur hubungan manusia dengan sesama (mengatur dalam masalah 

mu’amalah dan uqubat)”.2 

Dari pengertian di atas dapat dipahami bahwa secara umum terdapat tiga 

hubungan (‘alaqot), yaitu (1) Hubungan dengan Allah SWT; (2) Hubungan 

dengan dirinya sendiri; dan (3) Hubungan dengan sesama (manusia). Hubungan 

sesama manusia yang termasuk dalam lapangan muamalah ini sangat banyak 

antara lain hukum kekeluargaan yang salah satunya mengatur masalah 

perkawinan.  

                                                           
1NA. Baiquni, Kamus Istilah Agama Islam Lengkap, (Surabaya: Penerbit Indah, 

1996), hlm. Cet. Ke-1, 198. 
2Taqiyuddin an-Nabahani, Sistem Peraturan Dalam Islam (terj), Oleh Abu Amin, 

dkk, (Bogor: Pustaka Izzah, 2001), Cet. Ke-7, hlm. 181. 
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Dalam bahasa Arab perkawinan dikenal dengan istilah “nikah”. Secara 

bahasa, kata nikah berasal dari akar kata “nahaka-yankihu-nikaahan-nakhan” 

mengandung makna nikah atau kawin.3 Sementara menurut istilah nikah adalah 

“akad yang menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan”.4 Dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pernikahan adalah 

“perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi”.5 

 Dalam Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan, tentang  

perkawinan adalah: “Ikatan lahir batin antara seorang lakilaki dengan perempuan 

sebagi suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.6 Dalam Kompilasi 

Hukum Islam (KHI) dijelaskan pengertian perkawinan, yaitu: “akad yang sangat 

kuat (mitsaqan ghalizhan) untuk menta’ati perintah Allah SWT dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”.7 

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami, bahwa pernikahan 

adalah ikatan yang menghalalkan hubungan  antara laki-laki dan perempuan yang 

bukan mahram, sehingga dengan pernikahan tersebut berpeluang mendapatkan 

                                                           
3Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus: Indonesia–Arab; Arab-Indonesia, 

(Bandung: Angkasa, 1971), Cet. Ke-9, hlm. 255.  
4Syawaqi, dkk, Kamus Istilah Agama Islam Lengkap, (Surabaya: Indah, 1996), Cet. 

Ke-2, hlm. 340.  
5Depdikbud, Kamus Umum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-2, 

hlm. 689.  
6Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 

Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1990), Cet. Ke-5, hlm. 7.  
7Abdurahman, Kompilasi Islam Indonesia, (Jakarta: Akademi Pressindo. 1992), Cet. 

Ke-3, hlm. 114. 
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pahala dan keridhaan Allah SWT. Adapun dasar hukumnya dalam Q.S Ar Ruum 

ayat 30 sebagai berikut:  

                                
              

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan 
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan 
merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih 
dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar 
terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.8  
 

Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa dengan perkawinan akan 

menjadikan pasangan saling memberikan ketenangan dan ketentraman antara 

satu sama lain, menjadi tentram dan tenang. Hal ini disebabkan adanya rasa kasih 

sayang. Di sisi lain, terdapat beberapa hal yang dapat merusak perkawinan, 

seperti: (1) rusaknya perkawinan karena syiqaq, (2) rusaknya perkawinan sebab 

pembatalan, (3) rusaknya perkawinan karena sebab fasakh, dan (4) rusaknya 

perkawinan karena meninggal dunia. 

Di samping itu, dalam perkawinan terdapat rukun dan syarat, yaitu 

adanya calon laki-laki, adanya calon perempuan, adanya wali, dua orang saksi, 

ijab dan qabul. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam perkawinan, di 

antaranya adanya mahar (maskawin). Mahar (maskawin) wajib adanya dalam 

suatu perkawinan, tetapi menyebutkannya dalam perkawinan hukumnya sunnat.9 

                                                           
8 Departemen Agama RI, al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 

2005), Cet. Ke-5, h. 406. 
9Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Wasilah Makrumah, 2003), Ce. 

Ke-1, hlm. 241. 
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Di dalam perkawinan ini Allah SWT tidak memberatkan pihak laki-laki dan 

perempuan untuk menikah. Namun kebiasaan adat, keluarga dari pihak 

perempuan meminta mahar sesuai keinginan mereka sendiri, yang membuat 

pihak laki-laki terkadang merasa diberatkan karena tidak mampu memenuhi 

permintaan keluarga dari pihak perempuan. Dalam hal ini takko binoto 

merupakan solusi atau jalan keluar bagi calon mempelai untuk melangsungkan 

perkawinan. 

Takko Binoto berasal dari bahasa Mandailing. Dilihat dari maknanya 

takko berarti “membawa atau melarikan”, sementara binoto berarti diketahui.10 

Jadi, takko binoto adalah “tradisi membawa seorang anak gadis untuk dinikahi  

oleh laki-laki dan diketahui orang tuanya, dengan cara membawa jauh dari 

keluarga beberapa hari, agar keduanya dipermudah dan disegerakan untuk 

menikah”. Melihat dari faktanya, takko binoto terjadi karena pihak laki-laki tidak 

bisa memenuhi permintaan adat yang disepakati dan ditetapkan oleh keluarga 

pihak perempuan, seperti pesta selama tujuh hari tujuh malam, dan memberikan 

40 helai kain sejenis songket, memotong seekor kerbau, dan lain sebagainya. 

Secara sederhana maslahat itu diartikan sesuatu yang baik dan dapat 

diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, mengandung arti bahwa akal itu 

dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah menyuruh, yaitu karena mengandung 

                                                           
10Anjus Harahap (Tokoh Adat Kelurahan Langga Payung Kec. Sungai Kanan), 

wawancara, Tanggal 7 Agustus 2017. 
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kemaslahatan untuk manusia baik dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau 

tidak.11 Maslahat itu ada dua bentuk: 

1. Mewujudkan manfaat, kebaikan dan kesenangan untuk manusia yang disebut 

الْمَناَ فعِِ  جَلْب    (membawa manfaat). Kebaikan dan kesenangan itu ada yang 

langsung dirasakan oleh yang melakukan saat melakukan perbuatan yang 

disuruh itu.  

2. Menghindari umat manusia dari kerusakan dan keburukan yang disebut د رأ

 Kerusakan dan keburukan itu ada yang langsung .(menolak kerusakan)  المفاسد

dirasakannya setelah melakukan perbuatan yang dilarang, ada juga yang pada 

waktu berbuat, dirasakannya sebagai suatu yang menyenangkan tetapi setelah 

itu dirasakan kerusakan dan keburukan. Umpamanya berzina dengan pelacur 

yang berpenyakit atau meminum minuman manis bagi yang berpenyakit 

gula.12 

Menurut etimologi, kata ضرر (dharar) berarti kekurangan yang terdapat 

pada sesuatu, batasan ضرر adalah keadaan yang membahayakan yang dialami 

manusia atau masyaqqah yang parah yang tak mungkin mampu dipikul olehnya. 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa kemudaratan adalah 

sesuatu yang tidak menguntungkan, rugi atau kerugian secara adjectiva ia berarti 

merugikan dan tidak berguna. Maka kemudharatan dapat dipahami sebagai 

sesuatu yang membahayakan dan tidak memiliki kegunaan bagi manusia. 

                                                           
11 Amir Syarifuddin, Usul Fiqh, Jilid 2 (Cet 1- Jakarta Logos Wacana ilmu, Tahun 

1999), hlm 207. 
12 Ibid. hlm, 208. 
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Kata ضرر (dharar) menurut bahasa adalah balasan yang sengaja 

dilakukan sebagai balasan atas kemudharatan yang menimpanya. Dengan kata 

lain dia membalas atau menimpakan kemudharatan kepada orang lain sesuai 

dengan kemudharatan yang menimpa dirinya. Sedangkan kita semua mengetahui 

bahwa kata mudharat itu sendiri menurut bahasa adalah kebalikan dari manfaat, 

atau dapat juga dikatakan bahaya. Shalih Ibn Ghanim as-Sadlan mencatat makna 

dari ضرر (dharar) dalam kaidah ini adalah tidak bolehnya menimpakan 

mudharat kepada orang lain, baik hal tersebut menyebabkan kemudaharatan atau 

tidak.13 

Masalah tradisi takko binoto ini terdapat beberapa kasus, yang antara 

lain: 

1. Pasangan antara Junaidi Harahap dan Irma Hayati Nasution, mereka 

melakukan takko binoto karena Junaidi tidak bisa memenuhi permintaan adat 

dari tokoh adat setempat, berupa Horja Godang yaitu pesta selama tiga hari 

tiga malam dan memotong kerbau. Oleh karena itu, Junaidi membawa lari 

(takko binoto) Irma Hayati Nasution, yang merupakan usulun dari orang tua 

IrmaHayati nasution. Keesokan harinya, pihak dan kerabat mencari Irma 

Hayati Nasution, karena pihak keluarga dan kerabat merasa bahwa yang 

                                                           
13https://makalahpelajar.wordpress.com/2017/04/18/makalah-kemudharatan-itu-

harus-dihilangkan/ Di Akses Pada Tanggal 24 Maret 2018 Pada Pukul 17:42 Wib. 

https://makalahpelajar.wordpress.com/2017/04/18/makalah-kemudharatan-itu-harus-dihilangkan/
https://makalahpelajar.wordpress.com/2017/04/18/makalah-kemudharatan-itu-harus-dihilangkan/
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dilakukan Junaidi Harahap dan Irma Hayati Nasution adalah sesuatu yang 

memalukan.14 

2. Pasangan Parulian Mustofa Siregar dan Maharani Manurung, mereka 

melakukanTakko Binoto karena Mustofa Siregar tidak bisa memenuhi 

permintaan adat yang dibebankan oleh keluarga Maharani kepadanya berupa 

uang hantaran sebesar Rp. 20.000.000,- dan 40 Helai kain sarung. 

Selanjutnya Mustofa siregar membawa lari Maharani Manurung dengan 

sepenget. 

3. ahuan pihak keluarga Maharani. Mustofa Siregaer dan Maharani Manurung 

membuat kedua orangtua dan pihak keluarga Maharani menjadi khawatir. 

Keesokan harinya, orang tua dan pihak keluarga mencari kedua pasangan 

tersebut dan akhirnya mereka dinikahkan.15 

Takko binoto merupakan salah satu adat kebiasaan yang dilakukan 

masyarakat Kelurahan Langga Payung secara turun temurun yang dalam istilah  

usul fiqh disebut urf sebagai salah satu sumber hukum Islam. Maupun dalil-dalil 

hukum dalam istinbath hukum. Urf terbagi dalam dua kelompok yaitu urf shahih 

dan urf fasid. 

1. Urf shahih yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang 

banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang 

                                                           
14Junaidi Harahap (Masyarakat: Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai 

Kanan), Wawancara, Tanggal 7 Agustus 2017. 
15Mustofa Siregar (Masyarakat: Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai 

Kanan), Wawancara, Tanggal 7 Agustus 2017. 
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luhur. Umpamanya memberikan hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat 

dalam waktu-waktu tertentu. Mengadakan acara halal bihalal (silaturrahmi) 

saat hari raya  memberikan hadiah sebagai suatu penghargaan atau suatu 

prestasi. 

2. Urf fasid yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merasa 

pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-undang Negara 

dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa, 

pesta dengan menghidangkan minuman haram, membunuh anak perempuan 

yang baru lahir,  kumpul kebo (hidup bersama tampa nikah).16 Maka tradisi 

takko binoto dari segi penilaian baik dan buruknya, apakah digolongkan 

dengan adat yang baik dalam hukum Islam, atau urf fasid dengan adat yang 

buruk dalam hukum hukum Islam. Dari kasus di atas,  penulis melihat bahwa 

tradisi takko binoto dalam adat Mandailing perlu dilakukan penelitian dan 

dianalisis menurut hukum Islam, sehingga dapat diketahui bahwa tradisi 

takko binoto status hukumnya menurut hukum Islam. 

Berdasarkan permasalahan atau fenomena-fenomena di atas, maka 

penulis merasa tertarik untuk meneliti tentang kasus ini yang akan penulis 

tuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “TRADISI TAKKO 

BINOTO DALAM PERKAWINAN DITINJAU MENURUT HUKUM 

ISLAM” (Studi Kasus Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai 

Kanan Kabupaten LabuhanBatu Selatan). 
                                                           

16 Amir Syarifuddin, Usul Fiqh jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) hlm 368. 
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B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana tata cara pelaksanan tradisi takko Binoto dalam perkawinan di 

Kelurahan Langga Payung Kecamatan sungai Kanan Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan? 

2. Kemaslahatan yang timbul dalam tradisi takko binoto dalam perkawian di 

Kelurahan Langga Payung Kecamatan sungai Kanan Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan? 

3. Kemudharatan yang timbul dalam  tradisi takko binoto dalam perkawinan 

di Kelurahan Langga Payung Kecamatan sungai Kanan Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan? 

C. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini   

adalah: 

1. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan tradisi takko binoto dalam 

perkawinan di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

2. Untuk mengetahui kemaslahatan yang timbul dalam tradisi takko binoto 

dalam perkawinan Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

3. Untuk mengetahui kemudharatan yang timbul dalam tradisi takko binoto 

dalam perkawinan di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai 

Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 
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D. Kegunaan Penelitian 

1. Sebagai kontribusi dalam dunia pendidikan terutama tempat penulis 

menuntut ilmu di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Institu Agama Islam 

Padangsidimpuan. 

2. Sebagai referensi bagi penulis berikutnya, khususnya yang akan           

meneliti tentang tradisi takko binoto dalam perkawinan. 

3. Sebagai tugas dan salah syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum 

Islam (SH) di Fakultas Syari’ah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam 

Negeri Padangsidimpuan. 

E. Batasan Istilah 

Agar penelitian ini tepat pada sasaran yang di inginkan, maka penulis 

membatasi permasalahan ini tentang tradisi takko binoto dalam adat 

Mandailing di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

1. Tradisi adalah adat kebiasaan turun temurun dari nenek moyang yang 

berjalan dalam masyarakat.17 

2. Takko binoto adalah tradisi melarikan atau membawa perempuan oleh 

oleh seorang lelaki dengan diketahui oleh kedua orang tuanya, dan lelaki 

tersebut membawa jauh seorang perempuan yang dilarikan atau dicuri 

dan dibawa jauh dari keluarga dalam kurang waktu beberapa hari, agar 

                                                           
17 Departemen Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi 

Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 1208. 
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mereka (pasangan lelaki dan perempuan) disegerakan dan dimudahkan 

untuk melangsungkan akad pernikahan.18 

3. Hukum islam adalah seperangkat Kaidah-kaidah hukum yang didasarkan 

pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul, yang diakui dan diyakini 

yang mengikat bagi semua pemeluk Agama Islam.19 

4. Studi kasus adalah salah satu metode penelitian dalam ilmu sosial. 

Dalam riset yang menggunakan metode ini, dilakukan pemeriksaan 

longitudinal yang mendalam terhadap suatu keadaan atau kejadian yang 

disebut sebagai kasus dengan menggunakan cara-cara yang sistematis 

dalam melakukan pengamatan, pengumpulan data, analisis informasi, 

dan pelaporan hasilnya. Sebagai hasilnya, akan diperoleh pemahaman 

yang mendalam tentang mengapa sesuatu terjadi dan dapat menjadi dasar 

bagi riset selanjutnya. Studi kasus dapat digunakan untuk menghasilkan 

dan menguji hipotesis.20  

5. Langga Payung  merupakan salah satu kelurahan  yang ada di 

kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 

Provinsi Sumatera Utara Indonesia.21 

 

                                                           
18 Anjus Harahap (Toko Adat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan) Wawancara Tanggal 07 Agustus 2017. 
19 Ibid.,hlm 411. 
20 https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus di akses 28 pebruari 2018 pada pukul 

19.31 WIB. 
21https://id.wikipedia.org/wiki/Langga_Payung,_Sungai_Kanan,_Labuhanbatu_Selat

an di Akses pada 28 februari 2018 Pada pukul 19.03 WIB. 
 

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Metode_penelitian&action=edit&redlink=1
https://id.wikipedia.org/wiki/Ilmu_sosial
https://id.wikipedia.org/wiki/Riset
https://id.wikipedia.org/wiki/Data
https://id.wikipedia.org/wiki/Informasi
https://id.wikipedia.org/wiki/Hipotesis
https://id.wikipedia.org/wiki/Desa
https://id.wikipedia.org/wiki/Sungai_Kanan,_Labuhanbatu_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Labuhanbatu_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumatera_Utara
https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus
https://id.wikipedia.org/wiki/Langga_Payung,_Sungai_Kanan,_Labuhanbatu_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Langga_Payung,_Sungai_Kanan,_Labuhanbatu_Selatan
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F. Kajian Terdahulu 

Studi penelitian terdahulu dapat membantu peneliti melakukan cara 

pengolahan data yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Berdasarkan 

perbandingan yang dilakukan terhadap sesuatu yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya dan peneliti dapat lebih yakin bahwa penelitian ini memang perlu 

dilakukan. Sebelumnya sudah ada penelitian yang juga melakukan penelitian 

skripsi ini yang terkait dengan adat perkawinan, adapun penlitian tersebut, 

yakni: 

a. Peneliti mengutip penelitian terdahulu dari Skripsi Irman Antoni 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang berjudul Tradisi 

“takko binoto” dalam adat Mandailing ditinjau menurut hukum Islam 

(Studi kasus di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan 

Hulu). Kesimpulan dari skripsi beliau adalah dasar hukum tentang tradisi 

takko binoto tidak ada ditemukan di dalam Nash yang menjelaskan secara 

rinci tentang hal ini.  

Yang menjadi perbedan dalam penelitian ini adalah, Irman Antoni 

meneliti tentang Bagaimana pelaksanaan tradisi takko binoto dalam adat 

Mandailing Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten Rokan Hulu, 

dan Apa saja dampak yang ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi takko binoto 

dalam adat Mandailing Desa Tangun Kecamatan Bangun Purba Kabupaten 

Rokan Hulu.  
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Sedangkan peneliti sendiri akan meneliti tentang Bagaimana takko 

Binoto dalam perkawinan di Kelurahan Langga Payung Kecamatan sungai 

Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, apa faktor terjadinya tradisi takko 

binoto dalam perkawian di Kelurahan Langga Payung Kecamatan sungai 

Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan tinjauan hukum Islam tentang 

tradisi takko binoto dalam perkawinan di Kelurahan Langga Payung 

Kecamatan sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

b. Kawin Lari (Silariang) Sebagai Pilihan Perkawinan (Studi Fenomenologi 

Pada Masyarakat Buangkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa) 

skripsi ini menunjukkan bahwa makna kawin lari bagi pelaku kawin lari 

(tunnyala) adalah sebagai jalan keluar atas cinta atau hubungan yang tidak 

mendapatkan restu dari keluarga salah satu pasangan atau dari keduanya. 

Hubungan antara pelaku kawin lari (silariang) dengan keluarga adalah 

interaksinya sangat terbatas dengan keluarga, dibenci bahkan tidak ada 

hubungan kekeluargaan sebelum melakukan perdamaian. Proses untuk 

kembali menyatu dengan keluarga adalah melalui Negosiasi, Mediasi, dan 

Rehabilitasi. Implementasi penelitian ini menunjukkan bahwa silariang 

merupakan salah satu tindakan perkawinan yang sudah membudaya dalam 

masyarakat yang dijadikan sebagai jalan keluar atas cinta yang tidak 

direstui sampai saat ini. Praktik-praktik dari kawin lari ini mempunyai 

konsekuensi terhadap pelakunya, yaitu mencoreng nama baik keluarga dan 

dicap sebagai orang yang nakal di mata masyarakat, serta menimbulkan 
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siri’ (malu) bagi keluarganya, dibenci bahkan hubungan kekeluargaan 

dianggap putus sampai melakukan perdamaian.22 

Dari gambaran diatas disimpulkan bahwa fokus yang akan diteliti 

berbeda dengan penelitian terdahulu karena dalam penelitian ini penulis akan 

memeliti tentang Tradisi Takko Binoto Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut 

Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai 

Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan) penulis akan meneliti tentang tradisi 

takko binoto dalam perkawinan yang hampir sama dengan kawin lari dengan 

perbedaanya yaitu kawin lari tidak ada pemberitahuan sama sekali kepada 

pihak keluar perempuan sementara takko binoto membawa seorang anak gadis 

untuk dinikahi oleh laki-laki dan diketahui orang tuanya, dengan cara 

membawa jauh dari pihak keluaga. 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan dalam memahami tulisan ini, maka penulis 

menyusun Sistematika Penulisan sebagai berikut: 

Bab I: Pendahuluan, pada bab ini berisi tentang: Latar Belakang 

Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan. 

Bab II: Kajian teori Tentang Tradisi Takko Binoto dan Perkawinan 

Dalam Islam, yang terdiri dari: pengertian tradisi, takko binoto, dan 

                                                           
22 Halmawati, Kawin Lari (Silariang) Sebagai Pilihan Perkawinan (Studi Fenologi 

Pada Masyarakat Buakkang Kecamatan Bungaya Kabupaten Gowa), UIN ALAUDDIN 
Makasar, 2017 
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perkawinan; Dasar hukum tradisi dan takko binoto dan Perkawinan, Tujuan 

dan Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya tradisi takko binoto, Tujuan 

Perkawinan, Rukun dan Syarat Perkawinan, Dorongan Dalam Perkawinan dan 

Larangan Dalam Perkawinan dan Hal-Hal yang Merusak Dalam Perkawinan. 

Bab III: Metode Penelitian dan tinjauan Umum tentang lokasi 

penelitian: yang berisi tentang: Kondisi Geografis dan Demografis, Kondisi 

Ekonomi dan Mata Pencaharian, Kondisi Pendidikan, Keadaan Agama, dan 

Kondisi Sosial dan Budaya. 

Bab IV: Tradisi Takko Binoto Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut 

Hukum Islam (Studi Kasus Kelurahan Langga Payung  Kecamatan Sungai 

Kanan Kabupaten Labuhanbatu selatan), yang berisikan tentang: Pelaksanaan 

Tradisi Takko Binoto dalam adat Mandailing di Kelurahan Langga Payung 

Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan,dan tinjauan 

hukum islam Terhadap Tradisi Takko Binoto Dalam Adat Mandailing Di 

Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan. 

Bab V: Bab ini berisikan tentang: kesimpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Tradisi dan Urf 

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia adalah adat kebiasaan 

turun-temurun (dari nenek moyang) yang masih dijalankan dalam 

masyarakat dan penilaian atau anggapan bahwa cara-cara yang telah ada 

merupakan yang paling baik dan benar, ataupun segala sesuatu yang 

dianggap merupakan kebiasaan. 

Secara bahasa tradisi berasal dari bahasa Latin dengan asal kata 

“traditio”, memiliki makna “diteruskan” atau kebiasaan.1 Adapun secara 

istilah dapat dilihat dari pengertian yang paling sederhana tradisi 

adalah“sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian 

dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu 

negara, kebudayaan, waktu atau agama yang sama”.2 Hal yang paling 

mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari 

generasi kegenerasi baik tertulis maupun (sering kali) lisan, karena 

tanpa adanya ini, tradisi dapat punah. Dalam pengertian lain (istilah), 

tradisi adalah adat atau kebiasaan turun temurun yang masih dijalankan 

dimasyarakat.3  

                                                           
1http://www.wikipedia.com-pengertiantradisi /24/10/2017. 
2Ibid. 
3Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ke-

3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 539. 

http://www.wikipedia.com-pengertiantradisi/
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Sementara tradisi dalam bahasa Arab “العادة” (wont, conversion, 

costum and practive) jamak dari („aadaatun dan wa’aawaaidu) yang 

berarti kebiasaan atau adat (yang selalu dipelihara). Serta dengan sedikit 

persamaan kata Tradisionil (menurut tradisi ; bersipat turun-temurun; 

primitif), Tradition (penerusan turun-temurun bahasa, keyakinan, adat 

istiadat, bentuk hukum dan aspek-aspek lain dari kebudayaan masyarakat 

tertentu).4 Dari beberapa pengertian tradisi di atas dapat ditari kesimpulan 

bahwa tradisi adalah segala sesuatu yang dilakukan sejak lama oleh 

generasi sebelumnya dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok 

masyarakat sehingga menjadi turun temurun dan diwariskan serta 

dilestarikan sampai saat ini. 

Urf (العرف) dan adat (العدت) termasuk dua kata yang sering 

dibicarakan dalam literatur Usul Fiqih. Kedunya berasal dari bahasa 

arab. Kata adat sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang baku. 

Dari segi penilaian baik dan buruk, „adat atau „urf  itu terbagi kepada: 

a. Urf shahih yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh 

orang banyak, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan 

budaya yang luhur. Umpamanya memberikan hadiah kepada orang 

tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertentu. Mengadakan 

acara halal bihalal (silaturrahmi) saat hari raya  memberikan hadiah 

sebagai suatu penghargaan atau suatu prestasi. 

                                                           
4 Adi Satria, Kamus Ilmiah Populer, (Bandung: Visi 7, 2005), hlm. 581. 
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b. Urf fasid yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merasa 

pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, undang-

undang Negara dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk 

merayakan suatu peristiwa, pesta dengan menghidangkan minuman 

haram, membunuh anak perempuan yang baru lahir,  kumpul kebo 

(hidup bersama tampa nikah).5 

Dari beberapa pengertian diatas menjelaskan bahwa adat hanya 

memandang dari segi berulangkalinya suatu perbuatan yang dilakukan 

dan tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya. 

B. Pengertian Takko Binoto dan Sejarah Takko 

1. Secara bahasa takko binoto memiliki makna “takko” memiliki 

pengertian “mencuri atau melarikan”, sementara “binoto” adalah 

“diketahui”. Dengan demikian, secara bahasa tradisi takko binoto dapat 

diartikan sebagai tradisi mencuri atau melarikan dengan cara 

diketahui.6 Dari pengertian secara bahasa di atas, belum dapat ditarik 

suatu pemahaman. Oleh karena itu, perlunya merumuskan pengertian 

secara istilah, sehingga diperoleh pemahaman utuh tentang takko 

binoto itu sendiri. 

Secara istilah takko binoto adalah suatu tradisi melarikan atau 

mencuri perempuan oleh seorang lelaki dengan diketahui oleh kedua 

                                                           
5 Amir Syarifuddin, Usul Fiqh jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999) 

hlm 368. 
6Anjus Hararap (Tokoh Adat: Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai 

Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan), wawancara, Tanggal 07 Agustus 
2017. 
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orang tuanya, dan lelaki tersebut membawa jauh seorang perempuan 

yang dilarikan atau dicuri dan dibawa jauh dari keluarga dalam kurang 

waktu beberapa hari, agar mereka (pasangan lelaki dan perempuan) 

disegerakan dan dimudahkan untuk melangsungkan akad pernikahan.7 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tradisi takko binoto 

dalam adat Mandailing merupakan sebuah tradisi yang memberikan 

kemudahan kepada pasangan lelaki dan perempuan untuk 

melangsungkan akad pernikahan secara sah dengan cara membawa lari 

atau mencuri seorang perempuan dengan diketahui oleh keluarga pihak 

perempuan. 

2. Di dalam adat masyarakat Kelurahan Langga Payung seorang laki-laki 

untuk bertujuan untuk membawa seorang perempuan dari kediaman 

pihak perempuan dengan diketahui kedua orang tua pihak perempuan. 

Dan sesampai tiga hari tidak ada kabar, maka pihak adat menunjuk 

seseorang untuk mencari dimana keberadaan antara laki-laki dengan 

perempuan agar pernikahan mereka akan dilangsungkan dengan 

catatan ada kesepakatan antara kedua belah pihak orang tua 

mengadakan musyawarah dan mufakat dengan kekeluargaan agar 

pernikahan mereka segera dilaksanakan.8 

 

                                                           
7Anjus Hararap (Tokoh Adat: Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai 

Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan), wawancara, Tanggal 07 Agustus 
2017. 

 
8
 Anjus Hararap (Tokoh Adat: Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai 

Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan), wawancara, Tanggal 07 Agustus 2017.  



20 

 

C. Pengertian Perkawinan 

Perkawinan merupakan istilah lain dari pernikahan. Kata 

pernikahan memiliki asal kata nikah. Secara bahasa, nikah berasal dari 

kata “nahaka-yankihu-nikaahan-nakhan” mengandung makna nikah 

atau kawin.9Menurut Abdul Rahman Al-jazairi; nikahadalah “senggema 

dan berkumpul”.10 Secara istilah pernikahan adalah akad yang 

menghalalkan pergaulan antara laki-laki dan perempuan.11 Dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia disebutkan bahwa pernikahan adalah 

perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan 

resmi.12 Sementara dalam Undang – Undang Perkawinan Nomor 1 

Tahun 1974 mengatakan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin 

antara seorang laki-laki dengan perempuan sebagai suami istri dengan 

tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal 

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.13 

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan atau 

pernikahan didefenisikan sebagai “akad yang sangat kuat (mitsaqan 

ghalizhan) untuk menta’ati perintah Allah SWT dan melaksanakannya 

                                                           
9Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus: Indonesia – Arab; Arab-Indonesia, 

(Bandung: Angkasa, 1971), hlm. 255. 
10Abu Bakr Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, (Jakarta: Darul Falah, 2002), Cet. 

Ke-4, hlm. 574. 
11Syawaqi, dkk, Kamus Istilah Agama Islam Lengkap, (Surabaya: Indah, 

1996), hlm. 340. 
12Depdikbud, Kamus Umum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hlm. 

689. 
13Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka 

Tinta Emas, 1990), hlm. 7. 
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merupakan ibadah”.14 Sementara di kalangan para fuqaha’ juga 

merumuskan makna istilah dari pernikahan, di antaranya Muhammad 

Bagir al-Habsyi, nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan 

sebagai suami-istri (termasuk hubungan seksual) antara seorang laki-laki 

dan seorang perempuan yang bukan mahram yang memenuhi 

persyaratan tertentu dan mentetapkan hak dan kewajiban masing-masing 

demi membangun keluarga yang sehat secara lahir dan batin.15 

Dengan demikian, dari beberapa pengertian pernikahan atau 

perkawinan yang telah diuraikan di atas, sehingga dapat dipahami 

bahwa pernikahan adalah ikatan yang menghalalkan interaksi antara 

laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim, sehingga dengan 

pernikahan tersebut berpeluang mendapatkan pahala dan keridhaan 

Allah SWT. Pernikahan merupakan tindakan yang sangat dianjurkan 

oleh agama Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an 

surah An-Nur ayat 30 (tiga puluh) yang berbunyi: 

                   

            

Artinya: Katakanlah kepada orang laki-laki yang beriman: "Hendaklah 
mereka menahan pandanganya, dan memelihara kemaluannya; 
yang demikian itu adalah lebih Suci bagi mereka, Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat". 

                                                           
14Abdurahman, Kompilasi Islam Indonesia, (Jakarta: Akademi Pressindo. 

1992), hlm. 114. 
15Muhammad Bagir Al-Habsyi, Fikih Praktis, (Jakarta: Mizan, 2002), hlm. 3. 
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Ayat di atas menjelaskan sebagai perintah kepada seorang laki-

laki agar menahan pandangannya dari hal yang diharamkan bagi 

mereka, dan apabila mereka melihat sesuatu yang diharamkan tampa 

sengaja maka berpalinglah. 

D.  Rukun dan Syarat Perkawinan 

Perkawinan harus dipenuhi rukun dan syaratnya jika salah 

satunya tidak terpenuhi maka batal atau tidak sah pernikahan tersebut. 

Adapun syarat perkawinan adalah dalam undang-undang No. 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan sebagai berikut.: 

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai. 

2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin dari kedua orang 

tua. 

3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka 

izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang 

masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 

kehendaknya. 

4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari 

wali, orang yang memelihara hubungan darah dalam garis keturunan 
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lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat 

menyatakan kehendaknya. 

5. Dalam hal ada pebedaan pendapat orang-orang yang disebut dalam 

ayat (2), (3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka 

tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah 

hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan 

atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih 

dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat 2,3 dan 4 pasal 

ini. 

6. Ketentuan ayat tersebut ayat 1 sampai dengan 5 pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 

dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.16 

Pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. 

Berkenaan dengan calon mempelai laki-laki dan perempuan. 

Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap pasal 7, dapat 

dilakukan dengan meminta disfensasi kepada pengadilan atau pejabat 

lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak laki-laki maupun pihak 

perempuan. 

Disamping perkawinan itu merupakan suatu perbuatan ibadah, 

perempuan yang sudah menjadi istri itu merupakan amanah Allah yang 

harus dijaga dan diperlakukan dengan baik. Dan ia diambil melalui 

prosesi keagamaan dalam akad nikah. Hal ini sejalan dengan hadis nabi 

                                                           
16 Undang-Undang Perkawinan, No. 1 Tahun 1974, Pasal 1-6. 
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yang berasal dari Ibnu Abbas yang artinya “Sesungguhnya kamu 

mengambilnya sebagai amanah dari Allah dan kamu menggaulinya 

dengan kalimat dan cara-cara yang ditetapkan”. Dalam pandangan Islam 

disamping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan 

sunnah Rasul. Sunnah Allah, berarti: menurut qudarat dan iradat Allah 

dalam penciptaan alam ini, sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi 

yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan untuk 

umatnya.17 

Menurut jumhur ulama rukun perkawinan itu ada lima, dan 

masing-masing rukun itu mempunyai syarat tertentu. Syarat dari rukun 

tersebut adalah. 

1. Calon suami, syarat-syaratnya: 

a. Beragam Islam. 

b. Laki-laki. 

c. Jelas orangnya. 

d. Dapat memberikan persetujuan. 

e. Tidak terdapat halangan perkawinan. 

2. Calon istri, syarat-syaratnya: 

a. Beragama Islam. 

b. Perempuan. 

c. Jelas orangnya. 

                                                           
17Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: 

Kencana, 2009), hlm. 40-41. 
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d. Dapat diminta persetujuannya. 

e. Tidak terdapat halangan perkawinan. 

3. Wali nikah, syarat-syaratnya. 

a. Laki-laki. 

b. Dewasa. 

c. Mempunyai hak perwalian. 

d. Tidak terdapat halangan perwaliannya. 

4. Saksi nikah, syarat-syaratnya. 

a. Minimal dua orang laki-laki. 

b. Hadir dalam ijab qabul. 

c. Dapat mengerti maksud akad. 

d. Islam. 

e. Dewasa. 

5. Ijab qabul, syarat-syaratnya. 

a. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali. 

b. Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai. 

c. Memakai kata-kata nikah, tajwid atau terjemahan dari kedua kata 

tersebut. 

d. Antara ijab dan qabul bersambung. 

e. Orang yang terkait ijab dan qabul tidak sedang ihram haji atau 

umrah. 
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f. Majelis ijan dan qabul itu harus dihadiri minimal empat orang yaitu 

calon mempelai atau wakilnya, wali dari mempelai wanita, dan dua 

orang saksi.18 

E. Hukum Perkawinan  

Perkawinan adalah suatu perbuatan yang disuruh oleh Allah dan 

juga disuruh oleh nabi. Banyak suruhan-suruhan Allah dalam Al-Qur’an 

untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firman-nya dalam surah 

An-Nur ayat 32. 

                      

                 

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian di antara kamu, 
dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba 
sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang 
perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka 
dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi 
Maha mengetahui.19 

Dari ayat di atas bahwa Hukum perkawinan memang tidak 

dijeskan secara pasti, namun jumhur ulama berpendapat bahwa hukum 

perkawinan itu adakalanya wajib, sunnah, muba, makruh, dan haram. 

Menetapkan hukum asal suatu perkawinan terdapat perbedaan pendapat 

kalangan ulama. Jumhur ulama berpendapat bahwa hukum perkawinan 

itu adalah sunnah. Dasar hukum dari pendapat jumhur ini adalah begitu 

                                                           
18

 Mardani, hukum perkawinan Islam (cet 1, yogyakarta: graha ilmu, 2011), 
hlm 10. 

19Departemen Agama, Op., Cit., hlm. 354. 
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banyaknya suruhan Allah dalam Al-Qur’an dan suruhan nabi dalam 

sunnahnya untuk melangsungkan perkawinan. Namun suruhan dalam 

Al-Qur’an dan sunnah tersebut tidak mengandung arti wajib. Tidak 

wajibnya perkawinan itu Karena tidak ditemukan dalam ayat Al-Qur’an 

atau sunnah nabi yang secara tegas memberikan ancaman kepada orang 

yang menolak perkawinan. Meskipun ada sabda Nabi yang menyatakan: 

“siapa yang tidak mengikuti sunnahku tidak termasuk dalam 

kelompokku” namun yang demikian tidak kuat untuk menetapkan 

hukum wajib. 

Golongan ulama yang berbeda pendapat dengan jumhur ulama 

itu adalah golongan Zhahiriyah yang mengatakan hukum perkawinan 

bagi orang yang mampu melakukan hubungan kelamin dan biaya 

perkawinan adalah wajib atau fardhu. Dasar dari pendapat ulama 

Zhahiriyah ini adalah perintah Allah dan Rasul yang begitu banyak 

untuk melangsugkan perkawinan. Perintah atau al-amr itu adalah untuk 

wajib selama tidak ditemukan dalil yang jelas dengan memalingkannya 

dari hukum asal itu. Bahkan adanya ancaman Nabi bagi orang yang 

tidak mau kawin dalam beberapa hadis menguatkan pendapat golongan 

ini.20 Hukum asal menurut golongan ulama tersebut di atas berlaku 

secara umum dengan tidak memerhatikan keadaan tertentu dan orang 

tertentu. Namun karena ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari 

perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula 

                                                           
20Amir Syarifuddin,Op.,Cit.,hlm. 45. 



28 

 

kondisi serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan berbeda pula, 

maka hukum perkawinan untuk orang dan keadaan tertentu itu berbeda-

beda. Dalam merinci hukum menurut perbedaan keadaan dan orang 

tertentu itu berbeda pula pandangan ulama. Ulama Syafi’iyah secara 

rinci menyatakan hukum perkawinan itu dengan melihat keadaan orang-

orang tertentu, sebagai berikut: 

1. Sunnah bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah 

pantas untuk kawin dan dia telah mempunyai perlengkapan untuk 

melangsungkan perkawinan. 

2. Makruh bagi orang-orang  yang belum pantas untuk kawin, belum 

berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan 

juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk 

perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat, seperti impoten, 

berpenyakitan tetap, tua Bangka dan berkekurangan fisik lainnya. 

Ulama Hanafiyah menambahkan hukum secara khusus bagi 

keadaan dan orang tertentu sebagai berikut: 

1. Wajib bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan 

untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin. Ia telah akan 

terjerumus berbuat zina kalau ia tidak kawin. 

2. Makruh bagi orang pada dasarnya mampu melakukan perkawinan 

namun ia merasa akan berbuat curang dalam perkawinan itu.21 

                                                           
21Ibid, hlm.56. 
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Ulama Maliki menambahkan hukum perkawinan secara khusus 

untuk keadaan dan orang tertentu sebagai berikut: 

1. Haram bagi orang-orang yang tidak akan dapat memenuhi ketentuan 

syara’ sedangkan ia menyakini perkawinan itu merusak kehidupan 

pasangannya. 

2. Mubah bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan 

untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan 

kemudaratan apa-apa kepada siapapun.22 

F.  Larangan Perkawinan  

Meskipun perkawinan telah memenuhi seluruh rukun dan syarat 

yang ditentukan belum tentu perkawinan tersebut sah, karena masih 

tergantung lagi pada satu hal, yaitu perkawinan itu telah terlepas dari 

segala hal yang berhalangan. Halangan perkawinan itu disebut juga 

dengan larangan perkawinan. Yang dimaksud dengan larangan 

perkawinan dalam bahasan ini adalah orang-orang yang tidak boleh 

melakukan perkawinan. Yang dibicarakan di sini ialah perempuan-

perempuan mana saja yang tidak boleh dikawini oleh seorang laki-laki, 

atau sebaliknya laki-laki mana saja yang tidak boleh mengawini seorang 

perempuan. Keseluruhan diatur dalam Al-Qur’an dan dalam hadis Nabi. 

Larangan perkawinan itu ada dua macam:  

1. Larangan perkawinan yang berlaku haram untuk selamanya dalam arti 

sampai kapan pun dan dalam keadaan apa pun laki-laki dan 

                                                           
22Ibid, hlm.57. 
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perempuan itu tidak boleh melakukan perkawinan. Larangan dalam 

bentuk ini disebut mahram muabbad. 

2. Larangan perkawinan berlaku untuk sementara waktu dalam arti 

larangan itu berlaku dalam keadaan dan waktu tertentu; suatu ketika 

bila keadaan dan waktu tertentu itu sudah berubah ia sudah tidak lagi 

menjadi haram, yang disebut mahram muaqqat.23 

G.  Prinsip-Prinsip Perkawinan 

Kompilasi Hukum Islam di Indonesia merupakan pengembangan 

dari Hukum perkawinan yang tertuang di dalam UU NO 1 Tahun 1974. 

Karena itu, tidak dapat lepas dari misi yang diemban oleh UU 

perkawinan tersebut, kendatipun cakupnya hanya terbatas bagi 

kepentingan umat islam. Antara lain, kompilasi mutlak harus mampu 

memberikan landasan hukum perkawinan yang dapat dipegangi oleh 

umat islam. Misi tersebut sebagai perkembangan sejarah yang mana 

bangsa Indonesia pernah memberlakukan berbagai hubungan 

perkawinan bagi berbagai golongan warnga negara dan berbagai daerah 

yaitu: 

1. Bagi orang Indonesia yang beragama Islam berlaku hukum agama 

yang telah direpisi dalam hukum adat. 

2. Bagi orang Indonesia lainnya berlaku hukum adat. 

                                                           
23 Amir Syaripuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta Putra 

Grafika, 2006) hlm 109-110.  
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3. Bagi orang Indonesia yang beragama Kristen berlaku Huwelijk 

sordonantie Cristen Indonesia. 

4. Bagi orang Timur Asia Cina dan warga Negara Indonesia keturunan 

Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata dengan sedikit perubahan.24 

5. Bagi orang Timur Asing lainnya dan Warga Negara Indonesia 

keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka. 

6. Bagi orang yang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa 

dan yang di samakan dengan mereka Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata. 

Perkawinan yang diatur dalam kompilasi menentukan prinsip-

pirinsip atau asas-asas mengenai perkawinan meliputi segala sesuatu 

yang berhubungan dengan perkawinan, yang antisipatif terhadap 

perkembangan dan tuntutan zaman. Karena kompilasi dalam banyak hal 

merupakan penjelasan undang-undang perkawinan., maka prinsip-

prinsip atau asas-asasnya dikemukakan dengan mengacu kepada 

undang-undang tersebut. Ada 6 (enam) asas yang prinsipil dalam 

undang-undang perkawinan yang sesuai dengan Nash baik Al-Qur’an 

maupun sunnah. 

Asas pertama, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga 

yang bahagia dan kekal.untuk itu suami istri perlu saling membantu dan 

                                                           
24Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:PT. Raja Grafindo 

Persada,2000), hlm.55. 
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melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya 

membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materal. 

Asas kedua, dalam Undang-undang perkawinan ditegaskan 

bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaan pihak melaksanakan 

perkawinan.25 

Asas ketiga, Undang-undang ini menganut asas monogami. 

Hanya apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan 

agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri 

lebih dari seorang. Sesuai dengan Firman Allah SWT dalam surah An-

nisa Ayat 3 (tiga) yang berbunyi. 

                       

                           
        

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap 
(hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 
mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 
kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut 
tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, 
atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah 
lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.26 

                                                           
25Ibid.,hlm. 58. 
26Departemen Agama, Op. Cit., hlm. 77. 
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Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa agama Islam 

memperbolehkan bagi laki-laki melakukan poligami, akan tetapi apabila 

tidak sanggup berlaku adil maka cukup menikah sekali saja.  

Asas keempat, Undang-undang perkawinan ini mengatur prinsip 

bahwa calon suami harus telah masak jiwa raganya untuk dapat 

melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan 

secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapat keturunan yang 

baik dan sehat.  

Asas ini juga sejalan dengan Firman Allah SWT Ar-rum 30-31 

seperti telah dikutip terdahulu. Karena tujuan perkawinan akan dapat 

lebih mudah dicapai apabila kedua mempelai telah masak jiwa raganya. 

Asas kelima, karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk 

keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini 

mengatur prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian. Dengan ini 

didasarkan kepada Sabda Rasullah SAW. Riwayat Ibn Umar.” 

Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah Talak perceraian”. 

(Riwayat Abu Daut, Ibnu Majah, dan disahihkan al-Hakim). 

Asas keenam, hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan 

hak kedudukan suami, baik kehidupan rumah tangga maupun dalam 

pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam 

keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.27 

Dengan Firman Allah SWT dalam surah An-Nisa ayat 32: 

                                                           
27Ahmad Rofiq, Op., Cit., hlm.57 



34 

 

                      

                      

        

Artinya:  Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan 
Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian 
yang lain. (karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari 
pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) 
ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah 
kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah 
Maha mengetahui segala sesuatu.28 

 
Dan juga ayat 34: 

                        

                         

                  

                      

    

Artinya: kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh 
karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) 
atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-
laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. sebab itu 
Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi 
memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah 
telah memelihara (mereka).29 

                                                           
28

 Departemen Agama, Op. Cit., hlm. 83. 
29Ibid, hlm. 84. 
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Kedua dalil di atas menegaskan bahwa hak dan kedudukan suami 

dan istri adalah seimbang baik dalam kehidupan rumah tangga maupun 

dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu 

yang terjadi dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan  

bersama. 

Apabila diperhatikan asas-asas perkawinan di atas, kita dapat 

mengacu kepada ketentuan atau impormasi nash, baik Al-Qur’an 

maupun Al-Sunnah. Tentu ini tidak dimaksudkan sebagai suatu klaim 

apologis, tetapi dimaksudkan untuk lebih mengakrabi hukum positif 

tersebut. 

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam 

undang-undang perkawinan yang teratur pelaksanaan dalam peraturan 

pemerintah Nomor 9 Tahun 1974, dan ikuti perumusan yang lebih rinci 

dalam Kompilasi Hukum Islam. Di bawah ini akan dikutip pasal-pasal 

yang mengatur pencatatan perkawinan.30 

Pasal UU NO.1 Tahun 1974 menegaskan bahwa perkawinan 

ialah lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai 

suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang 

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya 

dalam pasal 2 diatur tentang keabsahan perkawinan, yaitu ayat (1). 

“perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Ayat (2) menyatakan “tiap-

                                                           
30Ahmad Rofiq, Op., Cit., hlm. 60 
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tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku”. Dalam versi Kompilasi Hukum Islam pencatatan perkawinan 

diatur dalam pasal 5 dan 6. Namun karena pencatat perkawinan adalah 

merupakan syarat administratif, di bawah ini dikutip ketentuan 

keabsahan perkawinan. 

Pasal 2, perkawinan menurut Hukum islam adalah pernikahan 

atau akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan untuk menaati 

perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. 

Pasal 3, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan 

rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (tenteram, cinta dan 

kasih sayang). Jika dalam undang-undang NO. 1 Tahun 1974 

menggunakan istilah-istilah yang umum, maka kompilasi lebih spesifik 

lagi dengan menggunakan term-term Qurani seperti mitsaqan qalidan, 

ibadah, sakinah, mawaddah, dan rahmah, selanjutnya pasal 4 

menyebutkan, ”perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut 

hukum islam sesuai dengan pasal 2 (1) Undang-Undang NO. 1 Tahun 

1974 tentang perkawinan”. Disini kompilasi menguatkan apa yang 

diatur dalam undang-undang perkawinan.31 

H. Proses-Proses Perkawinan. 

1. Peminangan. 

Peminangan dalam istilah fiqh disebut khitbah yang mempunyai 

arti permintaan. Menurut istilah mempunyai arti menunjukkan 

                                                           
31Ibid.,hlm.61. 
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(menyatakan) permintaan untuk perjodohan dari seorang laki-laki pada 

seorang perempuan baik secara langsung maupun tidak dengan 

perantaraan seseorang yang dapat dipercaya.32 

Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa peminangan adalah 

langkah awal untuk menunju sebuah perjodohan antara laki-laki dan 

perempuan. Para ulama sebenarnya menyatakan tidak wajib melakukan 

peminangan. Hal ini didasarkan pada argumentasi tidak adanya dalil 

yang eksplisit menunjuk akan kewajibannya. Kendati demikian Dawud 

al-Zahiri mewajibkan adanya peminangan ini. Setidaknya tradisi yang 

berkembang di masyarakat menunjukkan betapa peminang ini telah 

dilakukan. Bahkan jika ada sebuah perkawinan tanpa didahului dengan 

peminangan, dapat menimbulkan kesan yang kurang baik setidaknya 

disebut tidak mengindahkan adat yang berlaku.33 Di dalam proses 

pernikahan sesudah dilakukannya peminangan maka dilanjutkan adanya 

mahar. Bahwa dalam perkawinan mahar tidak boleh menjadi 

penghalang proses pernikahan, dan tidak boleh meninggikan mahar 

untuk melanggsungkan pernikahan. 

2. Mahar. 

Mahar dalam bahasa Indonesia dikenal atau disebut juga dengan 

maskawin. Maskawin atau mahar adalah: 

                                                           
32

 Mardani, Hukum Perkawinan  Islam, (Cet 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 
2011), hlm 9. 

33
 Amir Nuruddin, Dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana (Jl. 

Tambra raya no. 23 Rawamangun, Jakarta. Tahun 2004), hlm 85-86. 
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a. Pemberian seorang suami kepada istrinya sebelum, sesudah atau pada 

waktu berlangsungnya akad sebagai pemberian wajib. 

b. Sesuatu yang diserahkan oleh calon suami kepada calon istri dalam 

rangka akad perkawinan antara keduanya, sebagai lambang kecintaan 

calon suami terhadap calon istri serta kesediaan calon istri untuk 

menjadikan istrinya. 

Mahar menurut Kompilasi Hukum Islam adalah: pemberian dari 

calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk 

barang, uang atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. 

Dasar hukum kewajiban mahar adalah: berikanlah mahar kepada 

wanita (yang engkau nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. 

Kemudian juga mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari 

maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambilah pemberian 

itu sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya. (QS an-Nisa) ayat 

4.  

                        

      

Artinya: Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu 
nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian 
jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari 
maskawin itu dengan senang hati, Maka makanlah (ambillah) 
pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik 
akibatnya.34 

                                                           
34 Depertemen Agama, Of.,Cit, hlm. 78.  
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Ayat di atas menjelaskan sebagai perintah bagi seorang laki-laki 

untuk memberikan mahar atau pemberian yang berharga kepada seorang 

perempuan yang akan dinikahinya. 

Macam barang yang dijadikan mahar, dapat berupa: 

1. Barang berharga baik berupa barang bergerak atau tetap. 

2. Pekerjaan yang dilakukan oleh calon suami untuk calon istri. 

3. Manfaat yang dapat dinilai dengan uang. 

Namun berdasarkan kepada Hadist berikut ini tampak, bahwa 

usaha dan urusan yang bermanfaat boleh dijadikan mahar. 

Dalam riwayat di bawah ini, Nabi Muhammad SAW. 

Menjelaskan dengan syarat tersebut: 

ل   ع ن    ح د ید   م ن   ب خ ات م   و ل و   ت  ز و ج   » ل ر ج ل   ق ال   - وسلم عليه اه صلى - الن ب ى   أ ن   س ع د   ب ن   س ه 
 أطرافه.  «

Artinya: Dari Sahal bin Sa’id ra., Nabi SAW berpesan kepada seorang 
laki-laki:. Nikahilah seorang perempuan itu walaupun hanya 

dengan maskawin sebentuk cincin besi.35 
 

Hadist di atas menjelaskan,  bahwa tidak boleh mempersulit 

mahar melangsungkan pernikahan. Bahkan dengan tegas Nabi 

Muhammad SAW mencukupkan sebagai syarat dengan sebuah cincin 

besi. Sesudah dilakukannya mahar dalam pernikahan, maka dilanjutkan 

akad nikah. 

                                                           
35 Software Al-Maktabah Al-Syamilah, Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, 

(Beirut: Dar Al-Fikr,t.t), No. Hadist, 4753. hlm. 1975.  
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3. Akad Nikah. 

Pasal 28 menjelaskan, Akad nikah dilaksanakan sendiri secara 

pribadi oleh wali nikah yang bersangkutan. Wali nikah dapat 

mewakilkan kepada orang lain. 

Pasal 29 menjelaskan, yang berhak mengucapkan kabul ialah 

calon mempelai pria secara pribadi. Dalam hal-hal tertentu ucapan kabul 

nikah dapat diwakilkan kepada pria lain dengan ketentuan calon 

mempelai pria memberi kuasa yang tegas secara tertulis bahwa 

penerimaan wakil atas akad nikah itu adalah untuk mempelai pria. 

Dalam hal calon mempelai wanita atau wali keberatan calon mempelai 

pria diwakili, maka akad nikah tidak boleh dilangsungkan.36 

Sesudah dilakukannya akad nikah dalam perkawinan maka 

dilanjutkan dengan wali Adhal sebagai wali pengganti. 

4. Wali Adhal. 

Dalam hal wali Adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat 

bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan Pengadilan Agama 

tentang wali tersebut.37 

5. Walimah. 

Walimah adalah istilah yang terdapat dalam literatur Arab yang 

secara arti kata berarti jamuan yang khusus untuk perkawinan dan tidak 

digunakan untuk perhelatan diluar perkawinan. Sebagian ulama 

                                                           
36

 Kompilasi Hukum Islam, hlm 22. 
37 Kompilasi Hukum Islam, hlm 21. 
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menggunakan kata walimah itu untuk setiap jamuan makan, untuk setiap 

kesempatan mendapatkan kesenangan, hanya penggunaannya untuk 

kesenangan perkawinan lebih banyak.38 

Dalam defenisi yang terkenal dikalangan ulama Walimah al-

Ursy di artikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat 

Allah atas terlaksananya akad perkawinan dengan menghidangkan 

makanan. Walimah al-Ursy mempunyai nilai tersendiri melebihi 

perhelatan yang lainnya sebagaimana perkawinan itu mempunyai nilai 

tersendiri dalam kehidupan melebihi peristiwa lainnya. Oleh karena itu, 

walimah al-Ursy dibicarakan dalam setiap kitab fiqh.39 

I. Hak Dan Kewajiban Dalam Perkawinan. 

a. Hak dan kewajiban Suami-istri: 

1. suami wajib memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya 

berupa sandang, pangan papan. 

2. Suami wajib melindungi istrinya. 

3. Suami wajib membimbing terhadap istri dan rumah tangganya. 

4. Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan 

memberikan kesempatan belajar pengetauan yang berguna. 

5. Selama tidak bertentangan dengan ajaran agama. 

6. Istri wajib mendidik anak dan rumah tanggnya serta menggunakan 

harta nafkah suaminya dijalan yang lain. 

                                                           
38 Amir Syaripuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.(Jakarta Putra 

Grafika, 2006) hlm 155. 
39 Ibid hlm 156. 
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b. Kewajiban bersama. 

1. suami-istri menciptakan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah 

yang bahagia. 

2. Suami-istri wajib saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, 

memberi bantuan lahir-batin. 

3. Suami-istri wajib mengasuh, memelihara anak-anak mereka baik 

mengenai pertumbuhan jasmani, rohani kecerdasan pendidikan 

agama. 

4. Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.40  

J. Tujuan dan Hikmah Perkawinan  

Ada beberapa tujuan dari disyariatkannya perkawinan atas umat 

Islam. Diantaranya adalah: 

1. Untuk mendapatkan anak keturunan yang sah bagi melanjutkan 

generasi yang akan datang. Hal ini terlihat dalam isyarat ayat 1 Surah 

an-Nisa: 

                   

                         

              

Artinya: Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang 
telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari 
padanyaAllah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya 

                                                           
40

 Mardani, Hukum Perkawinan Islam, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). Hlm 
18-19. 
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Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang 
banyak.41 

 Ayat di atas menjelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah salah 

satunya untuk mendapatkan keturunan, dan memperkembang biakkan 

laki-laki dan perempuan. 

Keinginan untuk melanjutkan keturunan merupakan naluri atau 

garizah umat manusia bahkan juga garizah bagi makhluk hidup yang 

diciptakan Allah, untuk maksud itu Allah menciptakan bagi manusia 

nafsu syawat yang dapat mendorongnya untuk mencari pasangan 

hidupnya untuk menyalurkan nafsu syahwat tersebut. Untuk memberi 

saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu syahwat tersebut 

adalah melalui lembaga perkawinan. 

2. Untuk mendapatkan keluarga bahagia yang penuh keterangan hidup 

dan rasa kasih sayang, hal ini terlihat dari firman Allah SWT dalam 

surah Ar-Rum ayat 21. 

                      

                   

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia 
menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya 
kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan 
dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya 
pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi 
kaum yang berfikir.42 

                                                           
41 Departemen Agama, Op., Cit., hlm. 77. 
42Ibid, hlm. 406. 
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Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah menciptakan pasangan-

pasangan supaya manusia cendrung merasa tentram dan menjadikan 

rasa kasih sayang diantara suami istri. 

 Penyaluran nafsu syahwat untuk menjamin kelangsungan hidup 

umat manusia dapat saja ditempuh melalui jalur perkawinan; namun 

dalam mendapatkan keterangan dalam hidup bersama suami istri itu 

tidak mungkin didapatkan kecuali melalui jalur perkawinan. 

Adapun di antara Hikmah yang dapat ditemukan dalam 

perkawinan itu adalah menghalangi mata dari melihat kepada hal-hal 

yang tidak diizinkan syara’ dan menjaga Kehormatan diri dari terjatuh 

pada kerusakan seksual.  

K. Dasar Hukum Tradisi Takko Binoto  

Berdasarkan wawancara dengan bapak Abu Hasyim Hasibuan 

bahwa Secara khusus dasar hukum tentang tradisi takko binoto tidak ada 

ditemukan di dalam Nash yang menjelaskan secara rinci tentang hal 

ini.43 Akan tetapi, secara umum dapat dirujuk melalui dalil-dalil yang 

menyangkut dalam pembahasan tradisi takko binoto, sebagai berikut: 

1. Allah SWT tidak membebani hamba-Nya, kecuali apa yang bisa 

diusahakan. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surat 

al-Baqarah [2] ayat 286: 

                                                           
43 Wawancara Dengan Abu Hasyim Hasibuan, Alim Ulama, Kelurahan 

Langga Payung, Tanggal 17 Januari 2018. 
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Artinya: Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya.44 
 
Ayat di atas menjelaskan bahwa dalam mencapai tujuan hidup 

itu manusia diberi beban oleh Allah SWT. Sesuai kesanggupannya, 

mereka diberi pahala lebih dari yang telah diusahakannya dan mendapat 

siksa seimbang dengan kejahatan yang telah dilakukannya.  

2. Dengan syari’at yang diturunkan Allah SWT, tidak bermaksud 

membuat kesusahan, tetapi juga memberikan kemudahan. 

3. Dalam perkawinan (mut’ah atau mahar), orang yang mampu 

menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut 

kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang 

demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat 

kebajikan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Baqarah 

[2] ayat 236: 

                      

                        

            

Artinya: Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu 
menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan 

                                                           
44 Depertemen Agama, Of., Cit, hlm. 49.   
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mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan 
hendaklah kamu berikan suatu mut'ah (pemberian) kepada 
mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang 
yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian 
menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan 
bagi orang-orang yang berbuat kebajikan.45 

 
Ayat di atas menjelaskan bahwa boleh menceraikan seorang istri 

sebelum digauli dan sebelum ditentukannya mahar, dan berikanlah 

mut’ah sesuatu yang menjadikan senang hatinya disebabkan perceraian 

tersebut. 

4. Barang siapa yang melanggar hak-hak Allah SWT, mereka itulah 

orang-orang yang zhalim. Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

surat al-Baqarah [2] ayat 229: 

                    

                     
                    

                    

      

Artinya: Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk 
lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara 
yang baik. tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu 
dari yang Telah kamu berikan kepada mereka, kecuali kalau 
keduanya khawatir tidak akan dapat menjalankan hukum-hukum 
Allah. jika kamu khawatir bahwa keduanya (suami isteri) tidak 
dapat menjalankan hukum-hukum Allah, Maka tidak ada dosa 
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atas keduanya tentang bayaran yang diberikan oleh isteri untuk 
menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, Maka janganlah 
kamu melanggarnya. barangsiapa yang melanggar hukum-
hukum Allah mereka Itulah orang-orang yang zalim.46 

Ayat di atas menjelaskan bahwa masalah hukum-hukum yang 

berkaitan dengan talak, yang mana ditetapkan bahwa talak yang di 

bolehkan bagi seorang suami untuk merujuknya kembali adalah dua 

kali. 

Selanjutnya, dasar hukum tradisi takko binoto dalam Adat 

Mandailing dapat juga merujuk kepada kaidah syara’ yaitu: Tidak boleh 

mendatangkan kemudharatan dan tidak boleh saling menimbulkan 

kemudharatan”.(HR. Malik dan Ibnu Majah)47 

Di samping itu, dalam masyarakat Batak, di antaranya Batak 

Mandailing, dimana setiap adat istiadat (tradisi) yang diterapkan di 

tengah masyarakat diatur berdasarkan pedoman yang telah ditetapkan 

dan disepakati, yang terdapat dalam Surat Tumbaga Holing (Surat 

Tembaga Kalinga).48 

Sebagaimana dijelaskan di atas takko binoto merupakan salah 

satu adat kebiasaan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Langga 

Payung, karna tidak ada kesanggupan untuk memberikan permintaan 

adat yang dibebankan pihak perempuan kepada pihak laki-laki. Dalam 

                                                           
46

 Depertemen Agama, Ibid, hlm. 37.   
47 Abdul Hamid Hakim, Mabadi’ Awwaliyyah, (Jakarta: Maktabah Sa’diyah 

Putra, 
t.th), hlm. 32 
48 http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak_Mandailing/17/11/2017/8:56. 
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peminangan yaitu langkah awal untuk menuju sebuah perjodohan antara 

laki-laki dan perempuan sebelum dilakukannya perkawinan. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

1. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan mulai pada tanggal 7 Agustus 2017 

sampai dengan selesai di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai 

Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

2.  Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian dilakukan di Kelurahan Langga Payung 

Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Lokasi ini 

di pilih dengan pertimbangan sebagai berikut: 

a. Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang masyarakatnya 

hiterogen, tentu dalam menjalani aktifitas sosial akan berbeda 

persepsinya masing-masing, dan anggota masyarakatnya 

adalah mayoritas muslim. 

b. Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan merupakan tempat tinggal 

penulis, sehimgga memudahkan penulis untuk mendapatkan 

responden untuk menyelesaikan skripsi ini. 
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B. Jenis Penelitian 

Penelitian ini bersifat penelitian lapangan (Field Research) yang 

peneliti laksanakan di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai 

Kanan, karena tradisi takko binoto sudah membudaya dalam masyarakat 

Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan, dan kebetulan 

lokasi penelitian tersebut mudah untuk penulis jangkau, serta tidak 

memakan biaya yang sangat banyak. 

Penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah penelitian hukum 

emperis atau yang disebut sebagai sosio-legal research. Penelitian yang 

bersifat hanya menempatkan hukum sebagai gejala sosial. Dalam hal ini, 

hukum dipandang dari luarnya. Oleh karena itulah di dalam penelitian 

sosio-legal selalu dikaitkan dengan masalah sosial.1 Penelitian yang 

demikian merupakan penelitian yang menitik beratkan perilaku individu 

atau masyarakat dalam kaitan dengan hukum, seperti penelitian yang 

akan diteliti oleh penulis yaitu tradisi takko binoto dalam adat 

mandailing ditinjau menurut hukum Islam studi kasus di Kelurahan 

Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan. 

C. Informan Penelitian 

Untuk memperoleh data atau informasi maka dibutuhkan 

informan. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan 

                                                           
1Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Surabaya: Kencana, 2005), hlm. 

87. 
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informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.2 Atau penyelidikan 

dan pemberi informasi dan data orang yang memberikan data kepada 

peneliti tentang sesuatu.3 Jadi informan dalam penelitian ini adalah 

orang yang akan di wawancarai, dimintai informasi oleh peneliti yang 

terkait dengan penelitian ini, maka yang menjadi informan penelitian ini 

adalah sejumlah masyarakat Kelurahan LanggaPayung Kecamatan 

Sungai Kanan Kabupaten Labuhan batu selatan yang terdiri dari 

beberapa lapisan masyakaratya itu telah ditetapkan sesuai dengan 

kebutuhan penelitian ini yaitu kepala desa, tokoh adat, tokoh agama dan 

orang yang melakukan takko binoto. 

D. Sumber Data  

Adapun sumber data dari penelitian ini adalah sebagai beriktu: 

1. Data primer, adalah data yang diambil langsung dari responden atau 

informan yang terkait langsung dengan tradisi takko binoto dalam adat 

Mandailing di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yaitu orang yang pernah melakukan 

takko binoto, tokoh adat yang paham tentang takko binoto, dan juga 

kepada tokoh agama setempat, untuk mengetahui pemahaman 

hukumnya. Adapun jumlah yang melakukan takko binoto sebelum 

                                                           
2Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja 

Rosda karya, 2000), hlm. 90. 
3Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 1993), 

hlm. 127. 
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perkawinan di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebanyak enam pasangan. 

2. Data Sekunder, adalah data yang diambil dari literatur-literatur atau 

buku-buku dari penelitian yang ada kaitannya dengan objek yang 

penulis teliti, seperti buku-buku tentang tradisi, perkawinan, kitab suci 

Al-Qur’an dll. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang dibutuhkan dari lapangan, 

penelitian ini menggunakan tekhnik pengumpulan data melalui: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi dengan bertatap 

muka (face to face) semacam percakapan.  Biasanya peneliti 

memberikan berupa pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan. 

Wawancara bertujuan untuk memperoleh imformasi dari informal 

wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara yang 

mendalam dan tidak berstruktur, maksudnya wawancara yang bersifat 

tergantung dengan keadaan atau subjek, susunan pertanyaan dan kata-

kata dalam setiap pertanyaan dapat diubah pada saat wawancara.Teknik 

wawancara sangat efektif dalam sebuah penelitian, karena bisa 

merangsang langsung subjek penelitian. Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik wawancara untuk memperoleh informasi yang luas 

dan mendalam tentang tradisi takko binoto menurut hukum Islam studi 



53 

 

 

 

kasus Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan. 

F. Pengolahan dan Analisis Data  

1. Pengolahan data  

Setelah data dikumpulkan dari lapangan dengan lengkap, maka 

dilakukan pengolahan data yang pada pokoknya terdiri dari langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Editing  

Apabila para pencari data (pewawancara atau pengobservasi) 

telah memperoleh data-data, maka berkas-berkas catatan informasiakan 

diserahkan kepada para pengolah data. Kewajiban pengolah data yang 

pertama adalah meneliti kembali catatan parapencari data itu untuk 

mengetahui apakah catata-catatan itu sudah cukup baik dan dapat segera 

disiapkan untuk keperluan proses berikutnya. Aktivitas ini dikenal 

dengan proses editing.4 

b. Coding 

Yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para 

responden menurut criteria atau macam yang ditetapkan. Klasifikasi ini 

dilakukan dengan cara menandai masing-masing jawaban dengan “tanda 

kode” tertentu, missal dengan angka (angka kode).5 

c. Menghitung Frekuensi 
                                                           

4Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, (Jakarta: PT Raja 
Grafindo Persada, 2013), hlm. 125-126. 

5Ibid. hlm. 126. 
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Setelah Coding selesai dikerjakan, maka diketahui bahwa setiap 

kategori telah menampung dan memuat data-data dalam jumlah 

(frekuensi) tertentu. Pada ahir tahap coding ini peneliti akan 

memperoleh distribusi data dalam frekuensi-frekuensi tertentu pada 

masing-masing kategori yang ada.6 

d. Analisis Data 

Penelitian ini dilakukan dalam bentuk deskriftif kualitatif, maka 

proses analisis datanya digunakan analisis data kualitatif sebab 

penelitian ini bersifat non hipotesis. Bila ditinjau dari proses sifat dan 

analisis datanya, maka penelitian ini dapat digolongkan kepada research 

deskriftif yang bersifat eksporative karena bobot dan validitas keilmuan 

yang akan dicapai dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan 

tentang tradisi takko binoto menurut hukum Islam di Kelurahan Langga 

Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten LabuhanBatu Selatan. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun data-data 

yang diperoleh dari hasil-hasil pengumpulan data baik hasil dari 

wawancara maupun hasil dari dokumen-dokumen, dengan memilah dan 

milih mana data yang penting untuk peneliti dan mengakhirinya dengan 

membuat sebuah kesimpulan yang dengan mudah dipahami oleh peneliti 

secara pribadi maupun para pembaca nantinya. 

                                                           
6 Ibid, hlm. 128. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengungkapkan  hasil wawancara 

tentang Tradisi takko binoto menurut hukum Islam studi kasus 

Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan. Jumlah penduduk di Kelurahan Langga Payung 

berjumlah 11.987 jiwa yang terdiri dari 6.003 laki-laki dan 5.984 

perempuan dan terdiri dari 2.803 kepala keluarga. 

Secara geografis Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai 

Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Provinsi Sumatera Utara yang 

luas wilayah adalah 82.116 Ha. Untuk lebih mengenal Kelurahan 

Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan, dan memiliki batas wilayah 

sebagai berikut:  

a. Sebelah Timur berbatasan dengan Hajoran Julu Kecamatan 

Sungai Kanan. 

b. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Hajoran Jae Kecamatan 

Sungai Kanan. 

c. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sabungan Kecamatan 

Sungai Kanan. 

d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perkebunan PT.PLP (HTI) 

Kecamatan Sungai Kanan. 
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1. Keadaan Mata Pencaharian Penduduk 

Mengenai mata pencaharian yang merupakan sarana pokok bagi 

masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan 

didominasi sektor pertanian, pedagang, PNS, karyawan swasta. Untuk 

lebih jelasnya sebagai mana yang terdapat pada tabel berikut: 

TABEL I 

KEADAAN MATA PENCAHARIAN PENDUDUK 

KELURAHAN 

LANGGA PAYUNG 

No. Jenis Pekerjaan Jumlah Jiwa Persentase 

1 PNS 295 14,65% 

2 TNI / POLRI 27 1,6% 

3 Swasta 293 14,35% 

4 Pedagang 491 17,24% 

5 Pertukangan 52 8,3% 

6 Pensiunan 72 6,2% 

7 Petani 3.092 26,32% 

Jumlah 4.322 100% 
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Sumber: Data Kantor Lurah Langga Payung, 2017. 

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian 

masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan, yang paling banyak adalah sebagian 

besar petani yang berkisar 60%. Dimana disini petaninya adalah petani 

sawah, kebun sawit dan kebun karet. Sedangkan Pedagang hanya 

berkisar 5% selanjutnya PNS 15% dan karyawan swasta 5% 

pertukangan 10%, pensiunan 5%. Berdasarkan data tersebut dapat 

disimpulkan bahwa masyarakat Kelurahan Langga Payung Kecamatan 

Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan sebagian besar mata 

pencariannya adalah petani. 

2. Keadaan Keagamaan Penduduk 

Bila dilihat dari segi agama, masyarakat Kelurahan Langga 

Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan 

mayoritas menganut agama islam namun ada juga beberapa yang 

menganut agama agama Kristen, Khatolik dan Budha. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut: 

TABEL II 

KEADAAN KEAGAMAAN PENDUDUK KELURAHAN 

LANGGA PAYUNG 

No. Agama Jumlah Jiwa 

1 Islam 11.179 
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2 Kristen 239 

3 Khatolik 99 

4 Hindu - 

5 Budha 2 

6 Konghuchu - 

Jumlah 11.519 

Sumber: Data Kantor Lurah Langga Payung, 2017. 

Apabila Kelurahan Langga Payung mayoritas memeluk agama 

Islam. Agama merupakan fitrah manusia, sehingga setiap manusia 

membutuhkan agama sebagai pedoman dan penuntun dalam 

kehidupannya untuk mencapai keselamatan dan kebahagian baik di 

dunia maupun di akhirat.  

Dalam rangka melaksanakan ajaran agama, sarana ibadah adalah 

hal terpenting, dengan adanya rumah ibadah di Kelurahan Langga 

Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

Adapun sarana ibadah di Kelurahan Langga Payung adalah terjumlah 14 

Mesjid, yang terdiri dari 3 Mesjid Raya dan 11 Mesjid biasa, Greja 

Kristen Protestan 1 rumah ibadah dan Greja  Kristen Katolik 1 rumah 

ibadah 
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3. Keadaan Pendidikan Penduduk 

Sedangkan masalah pendidikan di Kelurahan Langga Payung 

Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat dilihat 

dari tabel berikut: 

TABEL III 
KEADAAN PENDIDIKAN PENDUDUK KELURAHAN  

LANGGA PAYUNG 
No.  Tingkat Pendidikan Persentase 

1 S2 2% 

2 S1 23% 

3 SMA 45% 

4 SMP 10% 

5 SD 15% 

6 Tidak Sekolah 5% 

 Jumlah 100% 

Sumber: Data Kelurahan Langga Payung, 2017. 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa penduduk Kelurahan 

Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu 

Selatantingkat pendidikan Pasca Sajana (S2) 2%, tingkat pendidikan 

perguruan tinggi (S1) 23 %, tingkat pendidikan Sekolah Menengah atas 

(SMA) 45%, tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) 10% dan 

Sekolah Dasar (SD) 15%, dan tidak sekolah sebanyak 5%. 

Untuk menunjang kegiatan pendidikan di Kelurahan Langga 

Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan, 

berikut jumlah bangunan sekolah yang di daerah tersebut. 
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TABEL IV 
JUMLAH BANGUNAN SEKOLAH DI KELURAHAN 

LANGGA PAYUNG 
No.  Nama Jumlah 

1 SD/MI 7 

2 SMP/MTSN/MTSS 4 

3 SMA/SMK/MAN/MAS 5 

Jumlah 16 

Sumber: Data Kantor Kelurahan Langga Payung, 2017 

Berdasarkan keterangan di atas di Kelurahan Langga Payung 

Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan tingkat 

pendidikan masyarakatnya sudah terbilang mapan. Kebanyakan 

Masyarakat di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan 

sudah menganggap bahwa pendidikan itu adalah hal penting bagi 

mereka. Hal ini terlihat dengan pemuda-pemudi yang pergi menuntut 

ilmu keluar dari Kelurahan Langga Payung untuk melanjutkan 

pendidikan mereka ketingkat kuliah/Universitas yang menjadi tujuan 

mereka. Antara lain, Universitas yang berada di Padangsidimpuan, dan 

kota-kota besar Sumatera, misalnya: Universitas Sumatera Utara, 

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Universitas Negeri Padang 

dan Universitas lainnya baik di Provinsi Sumatera Utara maupun diluar 

Provinsi. 
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B. Tata Cara Pelaksanaan Takko Binoto dalam Perkawinan 

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara yang telah peneliti 

lakukan yang berkenaan dengan tradisi takko binoto dalam perkawinan 

di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan. 

Berdasarkan wawancara terhadap bapak Anjus Harahap Dalam 

pelaksanaan tradisi takko binoto dalam adat Mandailing, kebiasaan 

antara kedua belah pihak mengadakan musyawarah dengan 

berkekeluargaan tampa diketahui pihak keluarga yang lain. Sementara 

itu mereka menyepakati bagaimana untuk cara atau solusi supaya 

pernikahan anak mereka dipermudah. Dimana seseorang laki-laki 

mencuri atau melarikan seorang gadis dan dibawa jauh dari 

keluarganya. Adapun lamanya waktu melarikan atau membawa 

maksimal selama tiga hari. Seorang gadis pergi bersama seorang lelaki 

yang tidak mahram, dan ditemani oleh temannya. Adapun yang 

menemani dalam hal ini kakak atau adek, dan ada juga ditemukan tanpa 

mahram. Dengan demikian, dalam waktu kurang lebih 3 hari laki-laki 

dan perempuan pergi jauh dari keluarga dengan tujuan takko binoto, 

maka pihak adat akan mengutus seseorang dan pihak keluarga mencari 

pasangan tersebut, dan mereka akan dinikahkan.1 

                                                           
1 Wawancara dengan Anjus Harahap, Tokoh Adat, Kelurahan Langga Payung, 

tanggal 18 Januari, 2018 
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Berdasarkan wawancara dengan bapak Soleh Harahap sebagai 

hatobangon di kelurahan Langga Payung, beliau menjelaskan bahwa 

tradisi takko binoto dalam perkawinan adalah memberikan kemudahan 

kepada pasangan lelaki dan perempuan yang ingin melangsungkan akad 

pernikahan, tetapi tidak sanggup memenuhi tuntutan adat, seperti 

mengadakan horja. Maka calon mempelai laki-laki membawa calon 

mempelai wanita dari rumahnya sebelum akad nikah. Lalu akad nikah 

dilaksanakan di kediaman calon mempelai laki-laki setelah beberapa 

hari.2 

Berdasarkan wawancara terhadap bapak Anjus Harahap, beliau 

berpendapat seperti pendapat di atas bahwa tradisi takko binoto itu 

adalah solusi bagi sebahagian orang yang ingin menikah tetapi tidak 

mampu memenuhi permintaan adat. Maka takko binoto inilah solusinya 

agar tetap bisa melangsungkan pernikahan, dengan cara calon mempelai 

laki-laki membawa calon mempelai wanita dari rumahnya sebelum akad 

nikah, dan dinikahkan di kediaman laki-laki setelah beberapa hari,3 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Hasian Harahap juga 

sebagai hatobangon di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai 

Kanan. Beliau menjelaskan bahwa tradisi takko binoto ini masih kerap 

terjadi dalam masyarakat yang ingin melaksanakan perkawinan. Karena 

                                                           
2 Wawancara dengan Soleh Harahap,Hatobangon, Kelurahan Langga Payung, 

tanggal 18 Januari, 2018 
3 Wawancara dengan Anjus Harahap,Tokoh Adat, Kelurahan Langga Payung,  

tanggal  18 Januari, 2018 
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tidak semua masyarakat mampu dan sanggup memenuhi permintaan 

atau tuntutan adat dalam pernikahan. Maka takko binoto ini dijadikan 

jalan keluar dari masalah tersebut.4 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Sofyan Nasution sebagai 

tokoh agama di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan, 

beliau juga berpendapat seperti beberapa pendapat di atas, bahwa tradisi 

takko binoto yang terjadi dalam masyarakat itu adalah solusi bagi calon 

mempelai yang tidak sanggup memenuhi tuntutan adat, seperti 

mengadakan horja, memotong beberapa kerbau dan lain sebagainya. 

Maka kedua belah pihak calon mempelai menyetujui takko binoto satu 

satunya jalan keluar  agar tetap bisa melangsungkan pernikahan.5 

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan bapak Abu 

Hasyim Hasibuan beliau juga termasuk sebagai tokoh agama di 

Kelurahan Langga Payung. Beliau menerangkan bahwa tradisi takko 

binoto ini masih kerap terjadi dan sebuah kebiasaan bagi masyarakat 

yang ingin melangsungkan pernikahan tapi tidak memiliki biaya untuk 

mengadakan horja. Maka masyarakat yang tidak mampu mengadakan 

horja ini sepakat melakukan takko binoto agar tetap bisa melangsungkan 

pernikahan. Orangtua calon mempelai wanita memboleh calon 

                                                           
4 Wawancara dengan Hasian Harahap, Hatobangon, Kelurahan Langga 

Payung, tanggal 18 Januari  2018 
5 Wawancara dengan Sofyan Nasution, Tokoh Agama, Kelurahan langga 

Payung, tanggal 19 Januari 2018. 
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mempelai laki-laki membawa anaknya ke kediaman laki-laki sebelum 

akad nikah. 

Dari uraian diatas dapat di ketahui bahwa tata cara tradisi takko 

binoto itu adalah sebagai berikut: 

1. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk segera 

dinikahkan. 

2. Adanya kesepakatan antara kedua belah pihak untuk membawa atau 

melarikan dari kediaman keluarga perempuan. 

3. Kedua belah pihak calon mempelai mengadakan musyawarah secara 

berkeluargaan tampa di ketahui pihak keluarga yang lain. 

4. Karena pihak laki-laki tidak ada kesanggupan untuk memberikan 

mahar yang ditetapkan oleh pihak keluarga perempuan, dan tidak 

mampu memberikan tuntutan adat setempat, seperti horja godang. 

5. Calon mempelai laki-laki mencuri atau membawa calon perempuan 

dari kediaman rumah pihak perempuan. 

6. Maka pihak adat akan mengutus seseorang dari pihak keluarga 

perempuan mencari pasangan antara laki-laki dan perempuan, dan 

mereka akan dinikahkan lalu akad nikah dilaksanakan di kediaman 

calon mempelai laki-laki setelah beberapa hari. 
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C. Kemaslahatan Yang Timbul Dari Tradisi Takko Binoto dalam 

Perkawinan  

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada 

Mustofa Siregar yang pernah melakukan takko binoto pada saat beliau 

ingin menikahi istrinya. Beliau menjelaskan kemaslahatan yang 

didapatkan dalam tradisi takko binoto ini adalah memudahkan beliau 

untuk menikahi istrinya, yang terutama meringankan biaya 

pernikahannya. Karena menurut beliau, apalagi zaman sekarang biaya 

pernikahan sangat mahal, dan menyusahkan bagi masyarakat yang 

ekonominya rendah untuk melaksanakan pernikahan jika permintaan 

adat harus dituruti.6 

Berdasarkan wawancara dengan dengan bapak Junaidi Harahap, 

beliau juga melakukan takko binoto sebelum menikahi istrinya. Beliau 

juga mangatakan bahwa takko binoto inilah solusi agar dia tetap bisa 

menikah. Adapun faktor mengapa beliau melakukan takko binoto adalah 

karena beliau tidak sanggup memnuhi permintaan adat, yaitu horja 

godang atau pesta dan tuntutan adat lainnya. Maka beliau memilih takko 

binoto sebagai jalan keluar dari masalah tersebut dan tetap bisa 

menikahi istrinya. Maslahat yang beliau dapatkan dari takko binoto 

                                                           
6 Wawancara dengan Indra Mustofa Siregar, Masyarakat yang melakukan 

takko binoto, Kelurahan langga Payung, tanggal 19 Januari 2018. 
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adalah memudahkan kedua belah pihak untuk menikah dengan biaya 

pernikahan yang cukup ringan.7 

Berdasarkan wawancara dengan Herman Nasution yang pernah 

melakukan takko binoto pada saat ingin menikahi istrinya. Bapak 

Herman Nasution merasa bahwa maslahat yang beliau dapatkan dari 

takko binoto ini ialah dapat terhindar dari tuntutan adat, yang 

menganjurkan adanya Horja dalam setiap pernikahan, dan itu 

membutuhkan biaya yang cukup banyak. Maka takko binoto ini adalah 

solusi bagi beliau agar tetap dapat menikah dan pernikahannya lancar.8 

Berdasarkan wawancara terhadap bapak Arman hasibuan, beliau 

menjelaskan faktor mengapa melakukan takko binoto sebelum menikahi 

istrinya adalah merasa tidak sanggup mengadakan horja dan beliau 

melihat tradisi takko binoto ini masih ada yang melakukan sehingga 

beliau memilih jalan takko binoto agar tetap bisa menikah. Maslahat 

yang beliau dapatkan terhindar dari permintaan adat, yaitu harus 

diadakan Horja apabila ingin menikah.9 

Berdasarkan wawancara terhadap bapak Zonri yang duhulu 

pernah melakukan takko binoto,  beliau menjelaskan faktor mlakukan 

                                                           
7 Wawancara dengan Junaidi Harahap, Masyarakat yang Melakukan takko 

binoto, Kelurahan Langga Payung, tanggal 19Januari 2018. 
8 Wawancara dengan Herman  Nasution, Masyarakat yang Melakukan takko 

binoto, Kelurahan Langga Payung, tanggal 20Januari 2018 
9 Wawancara dengan Aman Hasibuan Masyarakat yang Melakukan takko 

binoto, Kelurahan Langga Payung, tanggal 20 Januari 2018. 
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takko binoto adalah atas anjuran tokoh adat setempat untuk 

memudahkan dan mempercepat langkahnya menikahi istrinya.10 

Berdasarkan wawancara dengan bapak Halomoan yang juga 

pernah melakukan takko binoto, beliau menjelaskan maslahat takko 

binoto ini ialah meringankan biaya dalam pernikahanya. Beliau 

menambahkan jikalau harus menuruti permintaan adat maka beliau 

mungkin belum menikah, karena ekoniminya rendah.11 

Berdasarkan wawancara terhadap bapak Haris Harahap, beliau 

menjelaskan faktor mengapa beliau melakukan takko binoto sebelum 

pernikahannya adalah karena tidak sanggap memenuhi permintaan adat, 

yaitu melakukan Horja Godang atau pesta besar. Maka beliau 

menempuh jalan lain yaitu dengan adat takko binoto yang kerap 

dilakukan masyarakat Kelurahan Langga Payung sebagai solusi dalam 

permasalan ini.12 

D. Kemudharatan Yang Timbul Dari Tradisi Takko Binoto 

 Adapun kemudharatan yang ditimbulkan dari tradisi takko 

binoto ini adalah: 

1. Dapat menimbulkan  fitnah dalam masyarakat karena calon 

pengantin pria diizinkan membawa calon pengantin perempuan 

                                                           
10 Wawancara dengan Bapak Zonri, Masyarakat yang Melakukan takko 

binoto, Kelurahan Langga Payung, tanggal 20 Januari 2018. 
11 Wawancara dengan Halomoan, Masyarakat yang Melakukan takko binoto, 

Kelurahan Langga Payung, tanggal 20 Januari 2018. 
12 Wawancara dengan Haris  Harahap, Masyarakat yang Melakukan takko 

binoto, Kelurahan Langga Payung, tanggal 20 Januari 2018. 
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sebelum akad nikah. Dalam hal ini disebabkan oleh menurut tokoh 

adat mereka sudah bersama tampa diketahui dengan ikatan yang sah 

atau yang disebut dengan pernikahan, dalam bahasa bataknya (tibo-

tibo halai madung markeluarga songon keluarga na madung sah di 

nikahkon).13 

2. Masyarakat tidak banyak mengetahui adanya pengantin baru 

disuatu daerah karena tidak diadakan pesta pada pernikahannya. 

Berdasarkan wawancara dengan alim ulama karena pernikahan 

mereka tidak di iklankan.14 

E. Analisa Tentang Tinjauan Hukum Islam Tentang Tradisi Takko 

Binoto Dalam Perkawinan 

Hukum Islam merupakan syari’at yang diturunkan oleh Allah 

SWT kepada Nabi SAW yang mengatur tentang kehidupan umat 

manusia di dunia, dengan tujuan untuk menuntut umat manusia kepada 

keselamatan dunia dan akhirat. Hukum Islam merupakan hukum yang 

bersumber dari al-Qur’an dan al-Hadits, selanjutnya dikaji dan 

melahirkan ijma’ dan qiyas. Oleh karena itu, di kalangan para mujtahid 

terdapat tiga sumber hukum Islam yang disepakati dan tidak 

diperdebatkan, yaitu al-Qur’an, al-Hadits,dan sumber-sumber hukum 

yang lainnya. Bagi seorang muslim hukum Islam merupakan pedoman 

                                                           
13 Wawancara dengan Anjus Harahap, Tokoh Adat, Kelurahan Langga 

Payung, tanggal 18 Januari, 2018 
14 Wawancara dengan Abu Hasyim Hasibuan, Tokoh Agama, Kelurahan 

Langga payung, tanggal 18 Januari, 2018. 
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dalam menjalani kehidupan, karena dalam perspektif Islam terdapat dua 

bentuk hukum, yaitu hukum dalam aspek keperdataan dan aspek 

kepidanaan. Adapun dalam aspek keperdataan antara lain adalah 

masalah perkawinan. Dalam masalah perkawinan, sudah diatur 

sedemikian rupa dalam hukum Islam, sehingga seseorang tidak boleh 

melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum perkawinan dalam 

Islam. Untuk tercapatinya tujuan perkawinan, yaitu sakinah,mawaddah 

dan rahmah, maka harus memperhatikan dasar-dasar hukum tentang 

perkawinan, rukun, syarat, dan hal-hal lain yang termasuk dalam 

larangan serta yang merusak dari perkawinan itu sendiri. Memang, 

secara prinsip dalam lapangan muamalah setiap perbuatan pada asalnya 

dibolehkan, apabila belum ada dalil melarang. Kemudian dalam masalah 

perkawinan, Islam juga tidak memberatkan kepada pihak-pihak yang 

akan melangsungkan perkawinan, seperti mahar, perhelatan 

(walimahan). Mahar memang wajib dalam suatu perkawinan, tetapi 

Islam tidak menentukan jumlah mahar tersebut, tapi sesuai dengan 

kemampuan saja. Demikian juga halnya dengan perhelatan atau 

walimahan, apalagi terhadap masalah adat yang banyak dilakukan 

dalam masyarakat yang pada intinya banyak memberatkan pihak laki-

laki, sehingga akhirnya banyak orang melakukan tindakan-tindakan atau 

cara-cara yang bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum perkawinan 

yang sudah diatur dalam hukum Islam. Sebagaimana firman Allah SWT 
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yang terdapat dalam al-Qur’an surat al-Baqarah [2] ayat 236; an-Nisaa’ 

[4] ayat 3-4, 20, 21, 24-25; al-Maidah [5] ayat 5; an-Nuur [24] ayat 32, 

ar-Ruum [30] ayat 21; al-Mumtahanah [60] ayat 10, dan lain-lain. Salah 

satu kasus yang terjadinya dalam kondisi ini adalah adanya peristiwa 

tradisi takko binoto yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Langga 

Payung Kecamatan Sungai Kanan. Berdasarkan uraian di atas, maka 

dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan tradisi takko binoto dalam 

di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan, bertentangan dengan hukum Islam. Karena, dalam 

tradisi tersebut orang tua membolehkan anak gadis pergi keluar rumah 

yang ditemani dengan teman akrabnya dan saudarinya (melakukan 

perjalanan) atau bersama laki-laki asing (ajnabi) tanpa ditemani 

mahram. Sementara, di dalam Islam ditegaskan bahwa seorang 

perempuan yang keluar rumah (perjalanan) harus bersama dengan 

muhramnya. Hal ini berdasarkan hadits Rasul SAW: 

كمبإمرأةإامعاذىمحرام  ایحلونأّحد    
Artinya: Tidak halal seorang perempuan keluar rumah kecuali bersama 

mahram-nya.15 

Selanjutnya, dari sikap membiarkan anak perempuan keluar 

rumah dalam tradisi takko binoto berpeluang terjadinya perzinahan atau 

mendekati kepada berbuat perzinahan. Sementara, Islam melarang untuk 

                                                           
15 Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, Bulughul Maram min Adhillatil 

ahkam,Versi 3.01. 
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tidak mendekatinya. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam 

surah al-Isra: 32 sebagai berikut: 

                  
Artinya: Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu 

adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.16 
Ayat di atas menjelaskan bahwa Allah SWT. Mengharamkan 

hamba-hambanya berbuat zina, begitu pula mendekatinya dan 

melakukan hal-hal yang mendorong dan menyebabkan terjadinya zina. 

Adapun berkaitan dengan dampak yang ditimbulkan dari 

pelaksanaan merupakan konsekuwensi dari sesuatu yang dikerjakan. 

Dalam hal ini, bila dilihat dari perspektif hukum Islam, maka dampak 

dampak tersebut harus dihindari. 

Di sisi lain, dampak dari suatu perbuatan diketahui setelah 

perbuatan itu dilakukan. Oleh karena itu, sikap dan tindakan yang harus 

dilakukan adalah senantiasa selalu terikat dengan hukum syara’ dan 

menjadikan aturan Allah SWT sebagai pedoman dalam melakukan 

sesuatu. Karena sesuatu itu baik atau buruk hanya Allah SWT yang 

mengetahui. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT dalam surah al-

Baqarah: 216 

                                                           
16 Depertemen Agama, Loc., Cit, hlm. 284. 
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Artinya: Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu 
adalah sesuatu yang kamu benci. boleh jadi kamu membenci 
sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) 
kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah 
mengetahui, sedang kamu tidak Mengetahui. 

Ayat di atas menjelaskan bahwa sesuatu yang baik menurut 

kamu maka ambillah, Dan jika sebaliknya menurut kamu baik bagimu 

maka ambillah. Karna Allah maha mengetahui apa yang baik dan buruk. 

Selanjutnya, bila orang Islam mengetahui dampak yang menurut 

hukum syara’ mendatangkan kemudharatan, maka hukum syara’ 

menuntun untuk menjauhi atau menghindari kemudharatan tersebut, hal 

ini sebagaimana kaidah syara’:  

 َ  ص   ول  س  ر   ن  أ   يه  ب  أ   ن  ع   ي  ن  از  م  ال   ي  ح  ی   و بن  ر  م  ع   ن  ك ع  ال  م   ن  ع   ي  ح  ی   ن  ث   د  ح  

َ  ا   ال  ق   م  ل  س  و   ه  ي  اه  ع ل   َ  ا  و   ر   ر     ار  ر   

Artinya: (Malik - 1234) : Telah menceritakan kepadaku Yahya dari 
Malik dari 'Amru bin Yahya Al Muzani dari Bapaknya bahwa 
Rasulullah Shalla Allahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak 
boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat 
kemudharatan pada orang lain."17 

                                                           
17 Software Al-Maktabah Al-Syamilah. Sumber : Malik, Al-Muwatta’, 

(Beirut:Dart Al-Kitab al-ilmiyah), No. Hadits, 1234,  hlm. 1078.   
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Di samping itu, berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan, 

dimana dari pelaksanaan tradisi takko binoto dalam adat di Kelurahan 

Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan, terdapat sisipositif (manfaat), 

yaitu merupakan solusi agar dipermudah dalam melangsungkan akad 

pernikahan. Karena, pihak laki-laki tidak memiliki kesanggupan 

ekonomi untuk memenuhi permintaan adat yang ditetapkan oleh 

keluarga dari pihak perempuan. Akan tetapi, dari keseluruhan data yang 

diperoleh, ternyata lebih besar kemudharatan dari pada manfaat.  

Berdasarkan fakta dari pelaksanaan tradisi takko binoto di 

Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan jelas bahwa 

kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan menurut perspektif 

masyarkat. Hal ini tentunya bertolak belakang dengan kemaslahatan 

dalam perspektif Islam, Secara sederhana maslahat itu diartikan sesuatu 

yang baik dan dapat diterima oleh akal yang sehat. Diterima akal, 

mengandung arti bahwa akal itu dapat dipahami oleh akal, kenapa Allah 

menyuruh, yaitu karena mengandung kemaslahatan untuk manusia baik 

dijelaskan sendiri alasannya oleh Allah atau tidak.18 

 Dimana menjadi hukum syara’ (syari’at Islam) sebagai standar 

dalam melihat kemaslahatan, sebagaimana yang terdapat dalam kaidah 

syara’: 

 حيثما تكون الشرع یكون مصلحة
                                                           

18 Amir Syarifuddin, Ushul Fiqh, Jilid 2 (Cet 1- Jakarta Logos Wacana ilmu, 
Tahun 1999), hlm 207. 
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Artinya: Dimana diterapkan hukum syara’ maka disana terdapat 
kemaslahatan.19 
Bila merujuk kepada dalil syara’ di atas, jelas bahwa dalam 

perspektif Islam kemaslahatan diukur dari sejauhmana terikatnya 

dengan hukum syara’. Karena, hukum syara’ diturunkan Allah SWT 

semata untuk mengatur hidup manusia. Dengan demikian, yang 

mengetahui bahwa dari suatu perbuatan terdapat kemaslahatan atau 

tidak, hanya ditentukan dan ditetapkan oleh Allah SWT. 

Setelah dilihat dari bentuk pelaksanaan dan dampak yang 

ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi takko binoto dalam di Kelurahan 

Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan, sehingga menarik suatu 

kesimpulan dari tradisi takko binoto yaitu bertentangan dengan hukum 

Islam dan berstatus hukum haram bagi seorang muslim yang 

melakukannya. 

                                                           
19 Masjfuk Zuhdi, Masail Fiqhiyyah, (Jakarta: Haji Masagung, 1992),. Hlm 

101. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Dalam penulisan skiripsi ini, sebagai akhir dari pembahasan 

penulis akan membuat suatu kesimpulan serta mengemukakan saran-

saran yang dianggap penting oleh penulis.  

 Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh 

peneliti di Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan 

Kabupaten Labuhanbatu Selatan bahwa takko binoto adalah sebuah 

tradisi atau adat yang kerap dilakukan masyarakat sebagai solusi bagi 

masyarakat yang hendak menikah tetapi tidak sanggup memenuhi 

permintaan adat atau mengadakan Horja atau pesta. Dan berdasarkan 

hasil penelitian tersebut faktor utama bagi masyarakat yang melakukan 

takko binoto adalah faktor ekonomi.  

 Setelah dilihat dari bentuk pelaksanaan dan dampak yang 

ditimbulkan dari pelaksanaan tradisi takko binoto dalam di Kelurahan 

Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan, sehingga menarik suatu 

kesimpulan dari tradisi takko binoto yaitu bertentangan dengan hukum 

Islam dan berstatus hukum haram bagi seorang muslim yang 

melakukannya karena kedua mempelai dibiarkan bersama sebelum sah 

menjadi suami istri. 
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B. Saran-saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, peneliti 

menyarankan: 

1. Bagi masyarakat yang melakukan tradisi takko binoto agar 

mengurungkan niatnya dan mencari solusi lain agar tetap bisa 

menikah. 

2. Bagi tokoh adat dan orangtua agar tidak membiarkan anaknya pergi 

dengan yang bukan mahromnya sebelum sah menjadi suami istri. 

  



77 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Abd. Bin Nuh dan Oemar Bakry, Kamus: Indonesia–Arab; Arab-Indonesia, 
(Bandung: Angkasa, 1971).  

 
Abd. Rahman Ghazaly, Fiqih Munakahat, (Jakarta: Wasilah Makrumah, 2003), 

Ce. Ke-1. 
 
Abd. Shomad, Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum 

Indonesia (Jakarta: Kencana 2010). 
 
Abdillah Al-Laila, As-Shihah (fi Lughotil Ulum), (beirut: Darul Hadhoroh 

AlArabiyah).  
 
Abdul Hamid Hakim, Mabadi’ Awwaliyyah, (Jakarta: Maktabah Sa’diyah 

Putra,t.th). 
 
Abdurahman, Kompilasi Islam Indonesia, (Jakarta: Akademi Pressindo. 1992), 

Cet. Ke-3. 
 
Abu Bakr Al-Jazairi, Ensiklopedi Muslim, (Jakarta: Darul Falah, 2002), Cet. 

Ke-4. 
 
Adi Satria, Kamus Ilmiah Populer, (Bandung: Visi 7, 2005). 
 
Ahmad Rofiq, Hukum Islam di Indonesia, (Jakarta:PT. Raja Grafindo 

Persada,2000). 
 
Al-Habsyi Bagir Muhammad, Fikih Praktis, (Jakarta: Mizan, 2002). 
 
Amir Nuruddin, Dkk, Hukum Perdata Islam di Indonesia, Kencana (Jl. Tambra 

raya no. 23 Rawamangun, Jakarta. Tahun 2004).  
 
Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 

2009). 
 
______________, Usul Fiqh jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999). 
 
______________, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia (Jakarta Putra 

Grafika, 2006). 
 
______________, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.(Jakarta Putra 

Grafika, 2006).  
 



78 

 

 

 

an-Nabahani Taqiyuddin, Sistem Peraturan Dalam Islam (terj), Oleh Abu 
Amin, dkk, (Bogor: Pustaka Izzah, 2001), Cet. Ke-7.  

 
Arikunto, Suharsimi Prosedur Penelitian, (Jakarta: PT. RinekaCipta, 1993) 
 
Baiquni NA., Kamus Istilah Agama Islam Lengkap, (Surabaya: Penerbit Indah, 

1996) Cet. Ke-1. 
 
Bambang Sunggono, MetodologiPenelitianHukum, (Jakarta: PT Raja 

GrafindoPersada, 2013). 
 
Departemen Agama Republik Indonesia, Undang-Undang Perkawinan Nomor. 

1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta Emas, 1990), Cet. Ke-5.  
 
_________________________________, al-Qur’an dan Terjemahnya, 

(Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), Cet. Ke-5. 
 
___________ Pendidikan dan kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

Edisi Ke-3 (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).     
 

Depdikbud, Kamus Umum Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-2. 
 

Harahap Anjus (Tokoh Adat Mandailing: Desa Kelurahan Langga Payung Kec. 
Sungai Kanan), wawancara, Tanggal 7 Agustus 2017. 

 

Harahap Junaidi (Masyarakat: Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai 
Kanan), Wawancara, Tanggal 7 Agustus 2017. Kompilasi Hukum 
Islam.  

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak_Mandailing/17/11/2017/8:56. 
 

http://www.wikipedia.com-pengertiantradisi /24/10/2017. 
 

https://id.wikipedia.org/wiki/Langga_Payung,_Sungai_Kanan,_Labuhanbatu_S
elatan di Akses pada 28 februari 2018 Pada pukul 19.03 WIB. 

 

https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus di akses 28 pebruari 2018 pada pukul 
19.31 WIB. 

 

https://makalahpelajar.wordpress.com/2017/04/18/makalah-kemudharatan-itu-
harus-dihilangkan/ Di Akses Pada Tanggal 24 Maret 2018 Pada Pukul 
17:42 Wib. 

 

http://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Batak_Mandailing/17/11/2017/8:56
http://www.wikipedia.com-pengertiantradisi/
https://id.wikipedia.org/wiki/Langga_Payung,_Sungai_Kanan,_Labuhanbatu_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Langga_Payung,_Sungai_Kanan,_Labuhanbatu_Selatan
https://id.wikipedia.org/wiki/Studi_kasus
https://makalahpelajar.wordpress.com/2017/04/18/makalah-kemudharatan-itu-harus-dihilangkan/
https://makalahpelajar.wordpress.com/2017/04/18/makalah-kemudharatan-itu-harus-dihilangkan/


79 

 

 

 

J. Moleong Lexy, MetodologiPenelitianKualitatif, (Bandung: 
RemajaRosdakarya, 2000). 

 
Mardani, Hukum Perkawinan  Islam, (Cet 1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011). 
 
Moh Rifa’i, Ilmu Piqih Islam Lengkap, (Semarang: PT. KARYA TOHA 

PUTRA, 1978). 
Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Surabaya: Kencana, 2005) 
 
Siregar Mustofa (Masyarakat: Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai 

Kanan), Wawancara, Tanggal 7 Agustus 2017. 
 
Sumber: Data Kantor Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan 

2017. 
 
Syawaqi, dkk, Kamus Istilah Agama Islam Lengkap, (Surabaya: Indah, 1996), 

Cet. Ke-2.  
 
Undang-Undang Perkawinan Nomor.1 Tahun 1974, (Surabaya: Pustaka Tinta 

Emas, 1990.. 
 
Wawancara Dengan Abu Hasyim Hasibuan, Alim Ulama, Kelurahan Langga 

Payung, Tanggal 17 Januari 2018. 
 
Wawancara dengan Soleh Harahap,Hatobangon, Kelurahan Langga Payung, 

tanggal 18 Januari, 2018. 



Daftar wawancara 

 

Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan impormasi dari para informan 

tentang “Tradisi Takko Binoto Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Dikelurahan Langga 

Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten LabuhanBatu Selatan)”. Adapun 

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah bapak mengetahui tradisi takko binoto? 

2. Bagaimana menurut bapak pelaksanaan tradisi takko binoto di kelurahan Langga 

Payung? 

3. Bagaimana menurut bapak Hukum melaksanakan takko binoto? 

4. Apa penyebab-penyebab bapak melangsungkan tradisi takko binoto? 

5. Bagaimana persepsi bapak tentang takko binoto? 

6. Menurut bapak apakah boleh dilakukannya tradisi takko binoto? 

7. Mengapa bapak melakukan tradisi takko binoto? 

8. Apa kemaslahatan saudara melangsungkan tradisi takko binoto? 

9. Apakah bapak tahu kemudharatan bagi yang melakukan tradisi takko binoto? 
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